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DISCLAIMER 

 

Penilaian (assessment) penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate 

Governance) di Mitra Tours And Travel selanjutnya disebut Perusahaan periode tahun 2022 

dilaksanakan oleh PT Anak Panah Komunika (“Konsultan”) selaku assessor independen dengan 

menggunakan kriteria berdasarkan standar alat uji yang diatur dalam Keputusan Sekretaris 

Menteri BUMN No. SK-16/S-MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter 

Penilaian dan Evaluasi Atas Penetapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate 

Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kriteria penilaian mencakup enam aspek 

pokok pengukuran meliputi Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik 

Secara Berkelanjutan, Pemegang Saham dan RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Pengungkapan 

Informasi dan Transparansi serta Aspek Lainnya. 

Pelaksanaan penilaian penerapan GCG sepenuhnya didasarkan pada data dan dokumen yang 

disediakan, hasil wawancara dan konfirmasi ulang serta pembahasan dengan manajemen Mitra 

Tours And Travel. Kami tidak melakukan validasi terhadap data dan informasi yang diberikan 

oleh manajemen pada saat pelaksanaan penilaian. Manajemen Mitra Tours And Travel 

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada kami adalah 

benar, akurat dan mutakhir. 

Kami menjamin tingkat objektivitas dan independensi dari laporan ini dan yakin bahwa 

penilaian kami memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan kesimpulan.  Dalam 

penyusunan laporan ini tidak ada permintaan, tekanan dan/atau paksaan dari pihak manapun 

juga.  

Laporan hasil penilaian penerapan GCG ini dimaksudkan dalam rangka pengungkapan praktik 

penerapan GCG di Mitra Tours And Travel sesuai dengan metodologi terpakai. Laporan ini tidak 

dapat dianggap sebagai saran dan/atau rekomendasi bagi Pihak Ketiga untuk merencanakan 

dan/atau melakukan hubungan usaha dengan Mitra Tours And Travel.  

Penggunaan atas Laporan ini hanya ditujukan untuk kepentingan Mitra Tours And Travel dan 

dalam hal digunakan untuk tujuan lainnya yang tidak terkait dengan hasil penilaian penerapan 

GCG, perlu dilakukan konfirmasi dan/atau mendapat persetujuan tertulis dari konsultan. 

 

Penanggung Jawab 

 

 

Priharsa Nugraha 
Direktur Utama 
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BAGIAN I  RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

 

1. Pendahuluan 
 

Salah satu prasyarat guna mencapai perusahaan yang sehat, dibutuhkan implementasi 

prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) secara menyeluruh dan konsisten.  

Tata kelola yang baik dibutuhkan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan utama 

Perusahaan guna mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, efisien dan 

efektif serta sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan. 

Guna mengetahui sejauh mana penerapan Good Corporate Governance (GCG) dilingkungan 

Mitra Tours & Travel untuk periode tahun 2022, telah dilaksanakan penilaian (assessment) 

GCG berdasarkan standar alat uji yang diatur dalam Keputusan Sekretaris Menteri Negara 

BUMN No. SK-16/S-MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian 

dan Evaluasi Atas Penetapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate 

Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara yang meliputi enam aspek pengukuran, yaitu:  

1.1. Aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara 

Berkelanjutan 
 

1.2. Aspek Pemegang Saham dan RUPS. 
 

1.3. Aspek Dewan Komisaris. 
 

1.4. Aspek Direksi. 
 

1.5. Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi. 
 

1.6. Aspek Lainnya. 
 

 

2. Ringkasan Capaian Assessment GCG tahun 2022 
 

Nilai akhir dari penilaian penerapan GCG yang diperoleh Mitra Tours And Travel dalam 

tahun 2022 untuk seluruh aspek penilaian telah mencapai 57.336 dari total skor sebesar 

100.000 yang setara dengan 57,34 dengan klasifikasi kualitas penerapan GCG “Kurang 

Baik”.  
 

Tabel dibawah ini menggambarkan kondisi implementasi GCG di Mitra Tours And Travel 

dengan praktik terbaik implementasi GCG. Beberapa aspek penilaian telah mendekati 

standar dan best practice, namun pada area tertentu masih memerlukan peningkatan. 
 

Adapun capaian nilai akhir untuk masing-masing aspek sebagai berikut: 

 
 

Aspek Pengujian/Indikator/Parameter 

 
 
 

Bobot 

 
Capaian Tahun 2022   

Klasifikasi  
Skor 

 
% Capaian 

 

I 
 

Komitmen terhadap Penerapan Tata 
Kelola Perusahaan yang Baik secara 
Berkelanjutan 

  

 

7,000 
 

6.296 
 

89,94 
 

Sangat Baik 

 

II 
 

Pemegang Saham dan RUPS 
  

 

9,000 
 

7.215 
 

80,17 
 

 Sangat Baik 

 

III 
 

Dewan Komisaris 
  

 

35,000 
 

17.101 
 

48,86 
 

Tidak Baik 

 

IV 
 

Direksi 
  

 

35,000 
 

19.005 
 

54,30 
 

Kurang Baik 
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V 
 

Pengungkapan Informasi dan 
Transparansi 
  

 

9,000 
 

7.720 
 

85,78 
 

Sangat Baik 

 

VI 

 

Aspek Lainnya 
 

 

5,000 

 

0,000 

 

00,00 

 

Baik 

 
Skor Keseluruhan 100,000 57.336 57,34 

 

Kurang  Baik 
 

 

3. Perbandingan Capaian Assessment GCG  
 

Dalam rangka mengetahui perkembangan capaian assessment GCG Mitra Tours And Travel, 

dibawah ini disajikan perbandingan hasil capaian assessment penerapan GCG untuk 2 (dua) 

tahun terakhir (tahun 2021 dan tahun 2022), sebagai berikut: 
 

 
 

Aspek Pengujian/Indikator/Parameter 

 
 

Capaian Tahun  
 

 

2021 
 

2022 

 

I 
 

Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan 
  

 

24,21 
 

89,94 

 

II 
 

Pemegang Saham dan RUPS 
  

 

80,13 
 

80,17 

 

III 
 

Dewan Komisaris 
 

30,35 
 

 

48,86  

 

IV 
 

Direksi 
 

32,37 
 

54,30 

 

V 
 

Pengungkapan Informasi dan Transparansi 
 

85,78  
 

85,78  

 

VI 
 

Aspek Lainnya 
 

00,00 
 

00,00 
  

Skor Keseluruhan 
 

38,58 
 

57,34 

 
Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG 

  

 

TIDAK BAIK 
 

KURANG BAIK 

 
 
 
 

4. Rekomendasi terhadap Penerapan GCG Tahun 2022 
 

Dari hasil assessment GCG Mitra Tours And Travel tahun 2022 diperoleh 45 (empat puluh 

lima) rekomendasi yang menjadi area of improvement sesuai kewenangan Pemegang 

Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Mitra Tours And Travel, yaitu: 
 
 

4.1 Rekomendasi yang menjadi area of improvement Pemegang Saham Mitra Tours And 
Travel sebanyak 6 (enam) rekomendasi atau mencapai 6,59 persen dari 91 
parameter/sub parameter terukur. 

 
 

4.2 Rekomendasi yang menjadi area of improvement Dewan Komisaris Mitra Tours And 
Travel sebanyak 18 (delapan belas) rekomendasi atau mencapai 7,89 persen dari 228 
parameter/sub parameter terukur. 
 
 

4.3 Rekomendasi yang menjadi area of improvement Direksi Mitra Tours And Travel 
sebanyak 21 (dua puluh satu) rekomendasi atau mencapai 4,11 persen dari 511 
parameter/sub parameter terukur. 
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5. Pernyataan Persetujuan Dewan Komisaris dan Direksi  
 

Dewan Komisaris dan Direksi dengan ini menyatakan persetujuan atas hasil assessment 

penerapan Good Corporate Governance (GCG) tahun 2022 yang memperoleh nilai 57,34 

dengan klasifikasi penilaian “Kurang Baik”. Selanjutnya Dewan Komisaris bersama Direksi 

Mitra Tours And Travel berkomitmen untuk menerapkan GCG secara konsisten dan 

berkelanjutan sesuai dengan ketentuan serta perundang-undangan, juga melakukan 

penyelesaian area of improvement secara bertahap sesuai dengan fungsi, tugas, wewenang 

dan tanggung jawab masing-masing.  

 

Jakarta, 31 Maret 2023 
 

 

 

 

 

 

 

        Iswina Dwi Yunanto                        Muhammad Indharto Rusman 

   Komisaris        Direktur  
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BAGIAN II  URAIAN HASIL ASSESSMENT GCG 
 

Uraian hasil assessment, yang mencakup rincian dari indikator/parameter yang dilakukan 

pengujian serta hasil penilaian meliputi aspek komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola 

Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan, aspek Pemegang Saham dan RUPS, aspek Dewan 

Komisaris, aspek Direksi, aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi serta aspek lainnya. 

1. Dasar Pelaksanaan Pekerjaan 

1.1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang 

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada 

Badan Usaha Milik Negara jo Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara 

No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha 

Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang 

Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. 
 

1.2. Pelaksanaan assessment GCG di Mitra Tours And Travel dengan mengacu pada Surat 

Keputusan Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S-

MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi 

atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Pada 

Badan Usaha Milik Negara. 
 

1.3. Anggaran Dasar Mitra Tours And Travel berdasarkan Akta Notaris Hebro Purwanto, 

SH No. 21 tanggal 12 Januari 1973. Akta ini telah mengalami beberapa kali 

perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 17 tanggal 18 Desember 2019 yang dibuat 

di hadapan Notaris Relawati, SH.  
 

1.4. Dasar pelaksanaan assessment GCG di Mitra Tours And Travel untuk periode tahun 

2022 sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor:034/LGL-MTT-CORSEC-III/2023                 

kepada PT Anak Panah Komunika. 
 

2. Tujuan Assessment 

2.1. Mengukur dan menilai penerapan GCG di Mitra Tours And Travel melalui elaborasi 

kondisi penerapan corporate governance dan pembandingan dengan indikator dan 

parameter pengujian guna memperoleh gambaran kondisi aktual penerapan GCG 

melalui pemberian skor/nilai atas penerapan GCG dan katagori kualitas penerapan 

GCG. 

2.2. Memenuhi kewajiban Perusahaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri 

Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata 

Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik 

Negara, yang mewajibkan Perusahaan melaksanakan penilaian GCG yang dilakukan 

secara berkala dua tahunan oleh assessor independen. 

2.3. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG di Mitra Tours And Travel 

serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (gap) antara 

kriteria GCG dengan penerapan GCG. 

2.4. Memonitor konsistensi penerapan GCG di Mitra Tours And Travel dan memperoleh 

masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan corporate governance 

di lingkungan Mitra Tours And Travel di masa yang akan datang. 
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2.5. Memenuhi salah satu unsur penilaian Key Performance Indicator (KPI) dalam kontrak 

manajemen Direksi setiap tahun.  

2.6. Meningkatkan citra dan reputasi Mitra Tours And Travel dalam pengelolaan bisnis 

Perjalanan Wisata dan Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, 

dan Pameran (Meeting, Incentive, Convention and Exibition). 
 

3. Periode Assessment 

Periode assessment penerapan GCG di Mitra Tours And Travel adalah tahun 2021. 

Pelaksanaan assessment ini dilakukan mulai tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan 1 Mei 

2023. 
 

4. Metodologi  Assessment 

Ruang lingkup metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan assessment penerapan GCG 

di  Mitra Tours And Travel adalah: 

4.1. Company Corporate Governance Scorecard 

Dengan mengacu pelaksanaan assessment GCG dari Sekretaris Menteri Negara BUMN, 

pelaksanaan assessment GCG menggunakan Company Corporate Governance Scorecard 

(CCGS) untuk menguji dan menilai kualitas penerapan GCG di Mitra Tours And Travel. 

CCGS terdiri dari kumpulan kriteria atau standar alat uji yang digunakan dalam 

pengujian dan penilaian terhadap kualitas penerapan GCG di BUMN yang meliputi: 

NO Aspek Indikator Parameter SP SSP SSSP Bobot  

 

1 
 

Komitmen Terhadap 
Penerapan Tata Kelola 
Secara Berkelanjutan 
  

 
 

6 

 
 

15 

 
 

47 

 
 

25 

 
 

0 

 
 

7  

 

2 
 

Pemegang Saham dan 
RUPS 
  

 
6 

 
25 

 
66 

 
38 

 
0 

 
9  

 

3 
 

Dewan Komisaris 
  

 

12 
 

43 
 

168 
 

86 
 

0 
 

35  
 

 
4 

 

Direksi 
  

 
13 

 
52 

 
202 

 
58 

 
11 

 
35  

  

5 
 

Pengungkapan Informasi 
Dan Transparansi 
 

 
4 

 
16 

 
78 

 
48 

 
0 

 
9  

 

6 
 

Aspek Lainnya 
 

 

2 
 

2 
 

7 
 

0 
 

0 
 

5  
 

  

Total 
  

 

43  
 

153  
 

568  
 

255  
 

11  100 
  

Keterangan: SP: Sub Parameter, SSP: Sub Sub Parameter, SSSP: Sub Sub Sub Parameter 
 

Pada setiap aspek, indikator dan parameter penilaian diberikan nilai/skor maksimal 

yang dapat dicapai.  Jika dalam penilaian masih terdapat pencapaian Nilai Akhir 

Aspek Penerapan GCG sama dengan atau dibawah nilai 75, maka klasifikasi yang 

dicapai turun satu tingkat”. 
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4.2. Analisa Dokumen, Pengisian Kuesioner dan Wawancara 
 

a. Analisa Dokumen 
 

• Dokumen-dokumen Perusahaan yang relevan diperoleh assessor dari pihak 

Mitra Tours And Travel melalui tim counterpart Perusahaan. Setiap dokumen 

yang terkumpul dianalisis untuk menentukan apakah aktivitas organ 

Perusahaan telah sesuai dengan indikator/parameter pengujian berdasarkan 

informasi dari dokumen. Dalam proses ini assessor bertanggung jawab untuk 

menjaga kerahasiaan dokumen-dokumen yang diperoleh dari pihak Mitra 

Tours And Travel.  
 

• Dokumen penting yang dibutuhkan oleh assessor untuk menunjang pengujian 

setiap indikator/parameter antara lain Anggaran Dasar, infrastruktur GCG, 

Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris, Risalah Rapat Direksi, Risalah 

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi, Risalah Rapat Komite Dewan Komisaris, 

Laporan Manajemen, RJPP, RKAP dan dokumen lain yang berkaitan dengan 

pengujian penerapan GCG. 
 

• Analisa dokumen dilakukan dengan menggunakan metode Desk Study untuk 

memastikan kondisi aktual penerapan GCG yang diperoleh dari analisis 

dokumen dibandingkan dengan indikator/parameter pengujian penerapan 

GCG. Analisis data dan informasi menggunakan data sekunder, baik berupa 

dokumen internal maupun dokumen eksternal. Simpulan hasil analisis 

dokumen bersifat sementara dan akan dilengkapi dengan kuesioner dan 

wawancara apabila informasi dari dokumen belum terpenuhi. 
 

b. Pengisian Kuesioner 
 

Pengumpulan data dengan pengisian kuesioner dilaksanakan apabila kondisi 

penerapan GCG tidak diperoleh dari review dokumen atau simpulan hasil review 

dokumen memerlukan pendalaman. Kuesioner disebarkan kepada pihak-pihak 

yang relevan di Perusahaan untuk mendapatkan informasi tambahan guna 

melengkapi fakta/realita atau kondisi penerapan GCG yang tidak diperoleh dari 

analisa dokumen. Jawaban kuesioner akan diteliti dan ditentukan validitasnya. 
 

c. Pelaksanaan Wawancara 
 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi tambahan atau pendapat 

mengenai indikator/parameter pengujian penerapan GCG guna melengkapi 

simpulan sementara dari analisa dokumen dan kuesioner bila dirasakan masih 

diperlukan. Wawancara akan dilakukan kepada Dewan Komisaris, Sekretaris 

Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern dan 

pejabat terkait lainnya. 
 

Materi wawancara disusun berdasarkan kesimpulan sementara dari review 

dokumen dan kuesioner. Materi wawancara adalah praktik-praktik GCG yang 

tidak dapat diperoleh dari metode review dokumen dan kuesioner.  
 

d. Konsultasi dan Pembahasan Bersama 
 

Konsultasi dan pembahasan bersama dengan pihak Mitra Tours And Travel 

diperlukan untuk menilai pemenuhan faktor-faktor yang diuji kesesuaian 

penerapannya dalam setiap indikator/parameter telah sesuai dengan data dan 
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informasi yang diperoleh terutama terkait dengan kelemahan penerapan GCG 

pada seluruh faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya. 
 

e. Penetapan Nilai/Skor Penilaian 

Assessor menetapkan nilai/skor hasil penilaian implementasi GCG Mitra Tours 

And Travel dengan menetapkan klasifikasi peringkat kualitas implementasi GCG, 

baik per indikator, aspek maupun keseluruhan, berdasarkan kriteria sebagai 

berikut: 

Peringkat Capaian Klasifikasi 

1 Nilai ≥ 85 Sangat Baik 

2 75 < X ≤ 85 Baik 

3 60 < X ≤ 75 Cukup Baik 

4 50 < X ≤ 60 Kurang Baik 

5 Nilai ≤ 50 Tidak Baik 

 

f. Pemaparan Hasil Penilaian 
 

Pemaparan hasil penilaian atas penerapan GCG diperlukan untuk mendapatkan 

persetujuan sementara sebelum laporan tertulis disampaikan kepada Mitra 

Tours And Travel dengan menjunjung tinggi profesionalisme, objektivitas dan 

independensi dari laporan tersebut.  
 
 

g. Penyusunan Laporan Hasil Assessment 
 

Hasil penilaian dan evaluasi penerapan GCG dilaporkan kepada Pemegang Saham, 

Dewan Komisaris dan Direksi Mitra Tours And Travel sebagai bagian dari 

Laporan Tahunan Perusahaan. Pelaporan hasil penilaian/evaluasi penerapan 

GCG adalah tahapan akhir dari kegiatan pengukuran terhadap penerapan GCG 

Perusahaan yang terdiri dari: 
 

• Halaman Judul 

• Daftar Isi 

• Disclamer 

• Ringkasan Eksekutif 

• Uraian Hasil Assessment GCG 

• Profil Perusahaan 

• Rencana Tindak Lanjut 
 

5. Penerapan GCG di Mitra Tours And Travel 

Dalam menjalankan proses bisnis, Mitra Tours And Travel terus melakukan perbaikan pada 

semua unit kerja, peningkatan kinerja perusahaan serta meningkatkan pelayanan kepada 

konsumen. Sebagai organisasi bisnis profesional, Mitra Tours And Travel meyakini 

pentingnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate 

Governance/GCG). Selain itu, sebagai salah satu anak perusahaan dari PT Patra Jasa, Mitra 

Tours And Travel juga berkomitmen untuk menerapkan GCG sebagaimana diamanatkan 

dalam Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 

2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) 

pada Badan Usaha Milik Negara. 
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Bagi manajemen Mitra Tours And Travel, implementasi GCG bukan hanya sekedar upaya 

pemenuhan regulasi, akan tetapi merupakan kesadaran internal untuk membuat 

Perusahaan hidup dalam suasana bisnis yang sehat, bertanggung jawab, dan berdaya tahan 

tinggi dalam menjawab tantangan bisnis. Implementasi GCG sudah menjadi kebutuhan 

dalam meningkatkan kinerja Perusahaan sehingga dapat tercapai tujuan akhir sebagai well 

governed company. Penerapan praktik GCG telah ditetapkan sebagai salah satu indikator 

dalam Key Performance Indicator (KPI) yang tercantum dalam Kontrak Manajemen. 
 

6. Rekapitulasi Capaian Assessment GCG Tahun 2022 

Capaian nilai akhir Assessment penerapan GCG yang diperoleh Mitra Tours And Travel 

tahun 2022 untuk seluruh aspek telah mencapai 57,34 dengan klasifikasi “Kurang Baik”. 

Guna mengetahui capaian nilai untuk masing-masing aspek dan indikator penilaian dapat 

dilihat dalam tabel sebagai berikut: 
 

No Aspek/Indikator 
Jumlah 

Parameter 
Bobot 

Indikator 

 

Capaian  
  

 

Skor  
 

(%) 
  

 
I 

 
Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan (7%) 
   

 
1 

 
Mitra Tours And Travel memiliki Pedoman 
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG 
Code) dan Pedoman Perilaku (Code of 
Conduct) 
  

 
2 

 
1.218 

 
 

1.142 

 

93,70 

 
2 

 
Mitra Tours And Travel melaksanakan 
Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik 
dan Pedoman Perilaku secara konsisten 
  

 
2 

 
1.217 

 

1.122 

 

92,18 

 
3 

 
Mitra Tours And Travel melakukan 
pengukuran penerapan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik 
  

 
2 

 
0.608 

 

0,608 

 

100,00 

 
4 

 
Mitra Tours And Travel melakukan 
koordinasi pengelolaan administrasi Laporan 
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 
(LHKPN) 
  

 
3 

 
1.370 

 

1.218 

 

88,91 

 
5 

 
Mitra Tours And Travel melaksanakan 
program pengendalian gratifikasi sesuai 
ketentuan yang berlaku 
  

 
3 

 
1.370 

 

1.142 

 

83,33 

 
6 

 
Mitra Tours And Travel melaksanakan 
kebijakan atas sistem pelaporan terhadap 
dugaan penyimpangan (whistle blowing 
system) pada perusahaan yang bersangkutan  
  

 
3 

 
1.217 

 

1.065 

 

87,49 

  
 

Jumlah I 
  

 

15 
 

7.000 
 

6.296 
 

89,94 
 

 

II 
 

Pemegang Saham Dan Rups/Pemilik Modal (9%) 
  

    

 

7 
 

RUPS melakukan pengangkatan dan 
pemberhentian Direksi 
  

6 2.423 2.308 95,24 

 

8 
 

RUPS melakukan pengangkatan dan 
pemberhentian Dewan Komisaris 
  

5 1.731 1,731 100,00 
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9 
 

RUPS memberikan keputusan yang 
diperlukan untuk menjaga kepentingan 
usaha perusahaan dalam jangka panjang dan 
jangka pendek sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan dan/atau anggaran 
dasar 
  

3 1.385 1.042 75,23 

 

10 
 

RUPS memberikan persetujuan laporan 
tahunan termasuk pengesahan laporan 
keuangan serta tugas pengawasan Dewan 
Komisaris sesuai peraturan perundang-
undangan dan/atau anggaran dasar 
  

6 2.077 1.269 61,12 

 

11 
  

RUPS mengambil keputusan melalui proses 
yang terbuka dan adil serta dapat 
dipertanggungjawabkan  

2 0.519 0,346 66,67 

 

12 
 

Pemegang Saham melaksanakan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik sesuai dengan 
wewenang dan tanggung jawabnya 
  

3 0.865 0,519 60,00 

  
 

Jumlah II 
  

 

25 
 

9.000 
 

7.215 
 

80,17 
 

 

III 
 

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (35%) 
  

    
 

13 
 

Dewan Komisaris melaksanakan program 
pelatihan/pembelajaran 
  

2 1.348 1,123 83,33 

 

14 
 

Dewan Komisaris melakukan pembagian 
tugas dan menetapkan faktor-faktor yang 
dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan 
tugas Dewan Komisaris 
  

4 2.127 1.611 75,75 

 

15 
 

Dewan Komisaris memberikan persetujuan 
atas rancangan RJPP dan RKAP yang 
disampaikan oleh Direksi 
  

2 2.904 1.847 63,62 

 

16 
 

Dewan Komisaris memberikan arahan 
terhadap Direksi atas implementasi rencana 
dan kebijakan perusahaan 
  

9 9.593 4.064 42,36 

 

17 
 

Dewan Komisaris melakukan pengawasan 
terhadap Direksi atas implementasi rencana 
dan kebijakan perusahaan  

6 6.479 3.588 55,37 

 

18 
 

Dewan Komisaris melakukan pengawasan 
atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak 
perusahaan/perusahaan patungan  
  

2 1.504 0,654 43,47 

 

19 
 

Dewan Komisaris berperan dalam 
pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja 
Direksi (individu dan kolegial) dan 
mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai 
ketentuan dan mempertimbangkan kinerja 
Direksi 
  

3 2.437 1.599 65,62 

 

20 
 

Dewan Komisaris melakukan tindakan 
terhadap potensi benturan kepentingan yang 
menyangkut dirinya 
  

1 0.571 0.190 33,33 
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21 
 

Dewan Komisaris memantau dan 
memastikan bahwa prinsip-prinsip Tata 
Kelola Perusahaan yang Baik telah 
diterapkan secara efektif dan berkelanjutan 
  

2 1.659 0,788 47,53 

 

22 
 

Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat 
Dewan Komisaris yang efektif dan 
menghadiri rapat tersebut sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan 
  

3 1.348 0,346 25,67 

 

23 
 

Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan 
Komisaris untuk mendukung tugas 
kesekretariatan Dewan Komisaris.  

4 2.593 1.290 49,75 

 

24 
 

Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan 
Komisaris yang efektif  
  

5 2.437 0,000 0,00 

  
 

Jumlah III 
  

43 35.000 17.101 48,86 
 

 

IV 
 

Direksi (35%) 
  

    

 

25 
 

Direksi memiliki program pengenalan dan 
pelatihan/ pembelajaran serta melakukan 
program tersebut secara berkelanjutan 
  

2 1.089 1,089 100,00 

 

26 
 

Direksi melakukan pembagian tugas/ fungsi. 
Wewenang dan tanggung jawab secara jelas 
  

3 1.867 1.750 93,75 

 

27 
 

Direksi menyusun perencanaan perusahaan 
  

5 4.044 3.745 92,60 
 

28 
 

Direksi berperan dalam pemenuhan target 
kinerja perusahaan 
  

11 8.089 3.915 48,40 

 

29 
 

Direksi melaksanakan pengendalian 
operasional dan keuangan terhadap 
implementasi rencana dan kebijakan 
perusahaan 
  

4 3.266 2.022 61,91 

 

30 Direksi melakukan pengurusan perusahaan 
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan anggaran dasar 
  

2 0.778 0.311 39,97 

 

31 
 

Direksi melakukan hubungan yang bernilai 
tambah bagi perusahaan dan stakeholders 
  

8 6.689 2.171 32,46 

 

32 
 

Direksi memonitor dan mengelola potensi 
benturan kepentingan anggota Direksi dan 
manajemen di bawah Direksi 
  

2 1.089 0,622 57,15 

 

33 Direksi memastikan perusahaan melakukan 
keterbukaan informasi dan komunikasi 
sesuai peraturan perundang-undangan dan 
penyampaian informasi kepada Dewan 
Komisaris dan Pemegang Saham tepat waktu. 

2 1.089 0.000 00,00 

 

34 
 

Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan 
menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai 
ketentuan perundang-undangan 
  

5 1.556 0.856 55,02 

 

35 
 

Direksi menyelenggarakan pengawasan 
intern yang berkualitas dan efektif  
  

3 1.711 0.000 00,00 
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36 
 

Direksi melaksanakan fungsi sekretaris 
perusahaan yang berkualitas dan efektif 
  

3 1.711 0.501 29,27 

 

37 
 

Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan 
dan RUPS lainnya sesuai peraturan 
perundang-undangan 
  

2 2.022 2,022 100,00 

 
 

Jumlah IV 
  

52 35.000 19.005 54,30 
 

 

V 
 

Pengungkapan Informasi Dan Transparansi (9%) 
  

    

 

38 
 

Mitra Tours And Travel menyediakan 
informasi perusahaan kepada stakeholders.  

2 0.435 0,435 100,00 

 

39 
 

Mitra Tours And Travel menyediakan bagi 
stakeholders akses informasi perusahaan 
yang relevan, memadai, dan dapat 
diandalkan secara tepat waktu dan berkala  

5 2.320 2.034 87,67 

 

40 
 

Mitra Tours And Travel mengungkapkan 
informasi penting dalam Laporan Tahunan 
dan Laporan Keuangan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan  

7 3.341 2.347 70,24 

 

41 
 

Mitra Tours And Travel memperoleh 
penghargaan atau award dalam bidang GCG 
dan bidang lainnya  

2 2.904 2.904 100,00 

  
 

Jumlah V 
  

16 9.000 7.720 85,78 
 

 

VI 
 

Aspek Lainnya 
  

    

 

42 
 

Praktik Tata Kelola Mitra Tours And Travel 
menjadi contoh atau benchmark bagi 
perusahaan-perusahaan lainnya di Indonesia  

1 5.000 0.000 00,00 

 

43 
 

Praktik Tata Kelola Mitra Tours And Travel 
menyimpang dari prinsip Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik sesuai Pedoman 
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik 
(Good Corporate Governance) pada Badan 
Usaha Milik Negara, Pedoman Umum Good 
Corporate Governance Indonesia, dan standar 
praktik dan ketentuan lainnya. 

1 -5.000 0,000 0,00 

  
 

Jumlah VI  2 5.000 0.000 00,00 

  JUMLAH I+II+III+IV+V+VI 153 100.000 57.336 57,34 
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7. Dari hasil pelaksanaan assessment GCG di Mitra Tours And Travel pada tahun 2022, dapat 

dilihat perbandingan untuk setiap skor capaian assessment GCG dari masing-masing aspek. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Pemenuhan Assessment GCG Tahun 2022 

Dari hasil pelaksanaan assessment GCG di Mitra Tours And Travel pada tahun 2022, 

diuraikan kondisi yang telah memenuhi indikator/parameter penilaian penerapan GCG 

sebagai berikut: 
 

I.  Aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan 

Indikator / Parameter yang telah terpenuhi 

Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman 
Perilaku secara konsisten 

1. Mitra Tours And Travel sejak bulan Juli 2022 telah menyusun dan memiliki Pedoman 
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code).  Pedoman ini akan ditinjau dan 
dimutakhirkan secara berkala disesuaikan dengan perkembangan bisnis perusahaan 
dan perubahan peraturan terkait dengan penerapan GCG. 

2. Mitra Tours And Travel telah memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 
terdiri dari: 

• Pedoman Utama meliputi Pedoman Umum GCG (GCG Code),  Pedoman Tata Tertib 
Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) dan Pedoman Perilaku dan 
Etika Bisnis (Code of Conduct). 
 

• Pedoman Tambahan meliputi Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (Whistle 
blowing System), Pedoman Benturan Kepentingan (Conflict of Interest), Pedoman 
Pengendalian Gratifikasi dan Pedoman Kepatuhan LHKPN. 

3. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang dimiliki Mitra Tours And Travel 
berpedoman pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 
01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good 
Corporate Governance) pada BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 dan mengacu pada Pedoman Umum 
Good Corporate Governance Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional 
Kebijakan Governance. 

4. Mitra Tours And Travel akan memutakhirkan secara berkala Pedoman Tata Kelola 

89,94

80,17

30,35
32,37

85,78

0
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Perusahaan Yang Baik beserta pedoman GCG lainnya yang disesuaikan dengan 
perkembangan bisnis perusahaan dan perubahan atas peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan penerapan GCG. 

5. Mitra Tours And Travel telah menyusun dan memiliki Pedoman Perilaku dan Etika 
Bisnis sejak Juli 2022 yang merupakan salah satu infrastruktur Pedoman Tata Kelola 
Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance).   

6. Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis yang dimiliki Mitra Tours And Travel sejak Juli 
2022 belum ditandatangani dalam bentuk pernyataan komitmen oleh Komisaris dan 
Direktur. 

7. Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis yang dimiliki oleh Mitra Tours And Travel telah 
memuat dan mengatur mengenai: 

• Pernyataan komitmen Direksi dan Dewan Komisaris 
• Nilai-nilai perusahaan (values) 
• Mekanisme pengelolaan benturan kepentingan 

• Ketentuan pemberian dan penerimaan hadiah, jamuan, hiburan dan pemberian 
donasi 

• Ketentuan pemberian dan penerimaan hadiah, jamuan, hiburan dan pemberian 
donasi 

• Ketentuan mengenai kepedulian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja serta 
pelestarian 

• Ketentuan pemberian kesempatan yang sama mendapatkan pekerjaan dan 
promosi bagi pekerja perusahaan 

• Ketentuan mengenai perlindungan informasi perusahaan dan intangible asset 
• Ketentuan mengenai perlindungan harta perusahaan 
• Ketentuan mengenai kegiatan sosial dan politik 
• Ketentuan mengenai penerapan Etika yang terkait dengan stakeholders 
• Mekanisme penegakan Pedoman Perilaku termasuk pelaporan pelanggaran 
• Ketentuan mengenai pelanggaran dan sanksi 

8. Direksi belum memutakhirkan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis Mitra Tours And 
Travel, mengingat pedoman tersebut baru disusun dan dimiliki Juli 2022 serta hingga 
kini belum ditandatangani bersama Komisaris dan Direktur.  

9. Mitra Tours And Travel di tahun 2022 tidak melakukan penunjukkan salah seorang 
anggota Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata 
Kelola Perusahaan yang Baik di perusahaan, karena hingga tahun 2022 Mitra Tours 
And Travel hanya memiliki 1 (satu) orang anggota Direksi. 

10. Direksi telah menyusun dan menetapkan rencana pengembangan GCG setiap tahun 
guna memastikan perusahaan telah menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik 
dan regulasi lainnya dalam pengelolaan bisnis perusahaan sebagaimana terdapat 
dalam Laporan Tahunan Perusahaan Tahun 2021 

11. Mitra Tours And Travel telah memantau dan menjaga kegiatan usaha tidak 
menyimpang dari ketentuan yang berlaku sebagaimana terdapat dalam Laporan Audit 
Keuangan Tahun Buku 2022 No. 00029/2.1127/AU.1/05/0797-1/1/II/2023 tanggal 
24 Februari 2023 KAP Hendrawinata Hanny Erwin And Sumargo. Dalam laporan KAP 
tersebut menunjukan tidak ada catatan auditor yang memadai atas kinerja perusahaan 

12. Mitra Tours And Travel telah memantau dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh 
perjanjian dan komitmen terhadap pihak ketiga sebagaimana terdapat dalam Laporan 
Audit Keuangan Tahun Buku 2022 No. 00029/2.1127/AU.1/05/0797-1/1/II/2023 
tanggal 24 Februari 2023 KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo. Dalam laporan 
KAP tersebut menunjukan perusahaan telah mematuhi dalam semua hal material, 



15 

 

pasal-pasal tertentu dalam hukum, peraturan, kontrak dan persyaratan bantuan. 

13. Direksi telah menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 
kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris melalui Laporan Tahunan Perusahaan 
setiap tahun. Laporan penerapan GCG tahun 2021 telah disampaikan dalam Laporan 
Tahunan Perusahaan Tahun 2021 

14. Mitra Tours And Travel  telah memiliki kebijakan dan panduan tambahan yang dapat 
memberikan panduan lebih jauh tentang berbagai praktik yang terdapat dalam 
Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) berupa Pedoman Sistem 
Pelaporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran serta Pedoman Benturan 
Kepentingan yang dibuat pada bulan Juli 2022 

15. Mitra Tours And Travel telah memiliki kebijakan dan panduan tambahan yang dapat 
memberikan panduan lebih jauh tentang berbagai perkara yang terdapat dalam 
Pedoman Etika  Kerja dan Etika Bisnis berupa pedoman Pengendalian Gratifikasi dan 
Pedoman Kepatuhan LHKPN yang dibuat pada bulan Juli 2022 

16. Dari review dokumen diketahui Direksi telah melakukan sosialisasi kepada seluruh 
pekerja Mitra Tours And Travel untuk meningkatkan pemahaman terhadap Pedoman 
Tata Kelola Perusahaan yang Baik termasuk pedoman Perilaku dan Etika Bisnis yang 
telah dibuat pada bulan Juli 2022 

Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik 

17. Mitra Tours And Travel melaksanakan penilaian (assessment) penerapan tata kelola 
perusahaan yang baik tahun 2021.  Capaian skor keberhasilan penerapan tata kelola 
perusahaan yang baik adalah sebesar 38,58 dengan predikat "tidak sehat".  Masih 
terdapat sebanyak 55 rekomendasi atau mencapai 5,57% dari 987 parameter/sub 
parameter terukur.   

18. Mitra Tours And Travel baru pertama kali melaksanakan assessment penerapan tata 
kelola perusahaan yang baik di tahun 2021 dengan skor yang diperoleh sebesar 38,58. 

19. Skor hasil self/assesment belum dilaporkan dalam laporan tahunan tahun 2021, 
karena Mitra Tours And Travel baru pertama kali melaksanakan assessment GCG di 
tahun 2021) 

20. Terdapat KPI mengenai pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang 
dituangkan dalam Kontrak Manajemen 

21. Tingkat pencapaian skor 38,58 atas penilaian penerapan GCG Mitra Tours And Travel 
di tahun 2021 menunjukkan pencapaian yang berarti. Tingkat pencapaian skor ini 
menjadi awal yang baik dalam penerapan GCG pada Mitra Tours And Travel 
selanjutnya. 

Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara (LHKPN). 

22. Mitra Tours And Travel sejak Juli 2022 telah memiliki kebijakan dan mekanisme yang 
mengatur kewajiban penyampaian LHKPN dilingkungan Mitra Tours And Travel. 
Selama ini kebijakan dan mekanisme penyampaian LHKPN pada Mitra Tours And 
Travel merujuk kepada kebijakan yang ditetapkan Pertamina (Persero) sesuai Surat 
Keputusan No. Kpts-03/C00000/2021-S0 tanggal 1 Februari  2021 perihal Kewajiban 
Penyampaian LHKPN dan Pedoman Kewajiban Penyampaian LHKPN No. 001/ 
N00200/2021-S9 tanggal 1 Februari 2021 

23. Dengan merujuk kepada Keputusan Direksi PT Pertamina (Persero) No. Kpts-03/ 
C0000/2021-S0 tanggal 1 Februari  2021 perihal Kewajiban Penyampaian LHKPN dan 
No. 001/N00200/2021-S9 tanggal 1 Februari  2021 perihal Pedoman Kewajiban 
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Penyampaian LHKPN, maka pejabat dilingkungan Mitra Tours And Travel yang wajib 
menyampaikan LHKPN kepada KPK adalah Komisaris, Direktur, Vice President dan 
Manager. 

24. Pelaksanaan sosialisasi, asistensi dan monitoring kepatuhan kewajiban penyampaian 
LHKPN dilingkungan Mitra Tours And Travel sebagai anak perusahaan PT Patra Jasa 
dilaksanakan oleh PT Patra Jasa sesuai Surat No. 222/LC-PJ/M/VIII/2021 tanggal 16 
Agustus 2021. 

25. Dalam Surat Keputusan Direksi PT Pertamina (Persero) No. Kpts-03/C00000/2021-S0 
tanggal 1 Februari  2021 perihal Kewajiban Penyampaian LHKPN dan No. 001/ 
N00200/2021-S9 tanggal 1 Februari  2021 perihal Pedoman Kewajiban Penyampaian 
LHKPN telah diatur kebijakan tentang pemberian sanksi teguran kepada wajib lapor 
yang tidak menyampaikan LHKPN. 

26. Dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman pentingnya pelaksanaan kegiatan 
Perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik serta 
menjaga kesinambungan terhadap pentingnya LHKPN, Mitra Tours And Travel secara 
berkala menerima sosialisasi tahunan terkait praktik GCG termasuk bimbingan 
tentang pengisian LHKPN dari Patra Jasa sebagai induk perusahaan. 

27. Seluruh wajib Lapor (WL) Mitra Tours And Travel telah menyusun dan menyampaikan 
LHKPN pada tahun 2022 dengan tepat waktu sebagaimana  sample per tanggal 22 
Maret 2023 Sdr. Muhamad Indharto Rusman telah Melaporkan LHKPN kepada KPK 
melalui elhkpn.kpk.go.id. 

28. Kepatuhan pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara dilingkungan Pertamina 
Grup termasuk Patra Jasa dan anak perusahaannya telah diatur dalam Keputusan 
Direksi PT Pertamina (Persero) No. Kpts-03/C00000/2021-S0 tanggal 1 Februari  
2021.  Wajib lapor LHKPN yang ada di Patra Jasa tahun 2021 dan anak perusahaan 
sebanyak 124 orang sebagaimana terdapat dalam surat No. 222/LC-PJ/M/VIII/2021 
tanggal 16 Agustus 2021 

29. Pelaporan LHKPN dilakukan oleh Wajib Lapor secara individual sebelum 31 Maret 
setiap tahun secara online melalui website: elhkpn.kpk.go.id. Laporan tersebut 
menggunakan format serta  mekanisme pelaporan yang telah ditetapkan pada Surat 
Keputusan Direksi PT Pertamina (Persero) No. 001/N00200/2021-S9 tanggal 30 
November 2017  tentang Pedoman Kewajiban Penyampaian LHKPN 

30. Selama tahun 2022 tidak terdapat pemberian teguran/sanksi bagi wajib lapor 
dilingkungan Mitra Tours And Travel yang belum menyampaikan LHKPN. 

Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku 

31. Mitra Tours And Travel sejak Juli 2022 telah memiliki kebijakan dan mekanisme yang 
mengatur tentang Pengendalian Gratifikasi. Selama ini pengelolaan gratifikasi 
dilingkungan Mitra Tours And Travel merujuk kepada Pedoman Pengendalian 
Gratifikasi Patra Jasa berdasarkan Keputusan Direksi No. 036/DIR-PJ/SKEP/III/2021 
tanggal 30 Maret 2021 yang telah diperbaharui dengan Pedoman Pengendalian 
Gratifikasi No. 001/A/LC/2021 tanggal 1 Agustus 2021. 

32. Mitra Tours And Travel dalam pengelolaan gratifikasi telah berpedoman pada 
Pedoman Pengendalian Gratifikasi No. 001/A/LC/2021 tanggal 1 Agustus 2021 yang 
mengatur tentang gratifikasi, fungsi yang ditugaskan mengelola gratifikasi, mekanisme 
pelaporan gratifikasi, pemantauan atas pelaksanaan dan sanksi atas penyimpangan 
ketentuan gratifikasi. Pelaporan pengendalian gratifikasi dilakukan melalui form 
pelaporan penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan (entertainment) maupun 
dengan cara online 
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33. Mitra Tours And Travel secara berkala melakukan komunikasi dengan insan 
perusahaan tentang Pengendalian Gratifikasi diantaranya melalui Sistem Informasi 
Ortala Patra Jasa yang dapat diakses oleh seluruh Insan Mitra Tours And Travel. 

34. Tingkat pemahaman insan Mitra Tours And Travel terhadap kebijakan pengendalian 
gratifikasi telah memadai 

35. Dalam rangka terus mempertahankan konsistensi implementasi GCG, Mitra Tours And 
Travel telah memberitahukan kepada mitra usaha dan stakeholders perusahaan 
mengenai komitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang 
Baik dengan tidak memberi hadiah, termasuk namun tidak terbatas pada bingkisan, 
parcel, dan sejenisnya dalam kesempatan apapun, termasuk perayaan hari besar 
keagamaan kepada insan Mitra Tours And Travel 

36. Mitra Tours And Travel mengimplementasikan pengendalian gratifikasi berdasarkan 
pada kebijakan yang ditetapkan Patra Jasa dengan Keputusan Direksi No. 036/DIR-
PJ/SKEP/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 yang telah diperbaharui dengan Pedoman 
Pengendalian Gratifikasi No. 001/A/LC/2021 tanggal 1 Agustus 2021 yang 
menjelaskan secara khusus terkait Gratifikasi sehingga perusahaan bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).  Mitra Tours And Travel belum dapat 
menerapkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang dibuat pada bulan Juli 2022 
karena pedoman tersebut belum ditandatangani oleh Komisaris dan Direktur. 

37. Tidak terdapat penerimaan dan pemberian yang terindikasi gratifikasi di lingkungan 
Mitra Tours And Travel pada tahun 2022. Hal ini tercermin dalam  laporan gratifikasi 
yang disampaikan  oleh Patra Jasa selaku Induk Perusahaan serta dalam Laporan Audit 
Keuangan Tahun Buku 2022 No. 00029/2.1127/AU.1/05/0797-1/1/II/2023 tanggal 
24 Februari 2023 KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo. 

38. Mitra Tours And Travel di tahun 2022 tidak melakukan peninjauan dan 
penyempurnaan terhadap perangkat pendukung pengendalian gratifikasi, mengingat 
perangkat pendukung yang ada dilakukan oleh Patra Jasa selaku Induk Perusahaan. 

Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada 
perusahaan yang bersangkutan (whistleblowing system) 

39. Mitra Tours And Travel sejak bulan Juli 2022 memiliki kebijakan dan mekanisme yang 
mengatur tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran.  Selama ini pengelolaan Sistem 
Pelaporan Pelanggaran dilingkungan Mitra Tours And Travel merujuk kepada Sistem   
Pelaporan Pelanggaran yang ditetapkan oleh Patra Jasa selaku induk perusahaan 
dengan No. B.I0001/Sekper-PJ/TKO/X/ 2018 tanggal 16 Oktober 2018. 

40. Sistem Pelaporan Pelanggaran Mitra Tours And Travel yang dibuat pada Juli 2022 
telah diatur: 

• Ketentuan mengenai perlindungan pelapor 
• Kewajiban untuk melakukan pelaporan atas pelanggaran 
• Mekanisme penyampaian laporan pelanggaran (infrastruktur dan mekanisme, 

kerahasiaan dan perlindungan pelapor, komunikasi dengan pelapor) 
• Pelaksanaan investigasi 
• Ketentuan pelaporan atas penyelenggaraan sistem pelaporan pelanggaran 
 

41. Mitra Tours And Travel telah melaksanakan sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran 
kepada insan Mitra Tours And Travel dengan tingkat pemahaman yang memadai. 

42. Mitra Tours And Travel belum menyampaikan kebijakan Sistem Pelaporan 
Pelanggaran kepada stakeholders perusahaan melalui website perusahaan maupun 
melalui laporan tahunan perusahaan, mengingat kebijakan Sistem Pelaporan 
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Pelanggaran hingga saat ini belum ditandatangani oleh Komisaris dan Direksi 

43. Guna mendukung penerapan kebijakan WBS Mitra Tours And Travel telah 
menyediakan telphone: +62 21 381 5909/5910/5911, Fax : +62 21 381 5912  
SMS/WA:0811 861 5000 email: pertaminaclean@tipoffs.com.sg dan  Website: 
https://pertaminaclean.tipoffs.info/ 

44. Mitra Tours And Travel di tahun 2022 tidak melakukan peninjauan dan 
penyempurnaan terhadap perangkat pendukung Sistem Pelaporan Pelanggaran, 
mengingat perangkat pendukung yang ada dilakukan oleh Patra Jasa selaku Induk 
Perusahaan. 

 
 
 

II.  Aspek Pemegang Saham Dan Rups/Pemilik Modal 

 

Indikator/Parameter yang telah terpenuhi 

RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi 
 

1. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi anak perusahaan, Pemegang Saham 
mengacu pada Pedoman Pengelolaan Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan 
Pertamina No. A-001/H00200/2011-S0 Revisi ke-1 serta Pedoman Tata Kelola 
Perusahaan (Code of Corporate Governance) yang disahkan oleh Menteri Negara 
BUMN pada tanggal 07 Mei 2017. 

 

2. Materi Pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi yang diatur dalam 
Pedoman Pengelolaan Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan Pertamina No. A-
001/H00200/2011-S0 Revisi ke-1 serta  dalam  Pedoman Tata Kelola Perusahaan 
yang disahkan oleh Menteri Negara BUMN pada tanggal 07 Mei 2017 diantaranya 
adalah : 

• Mekanisme penjaringan atau nominasi calon anggota Direksi anak perusahaan 
• Penilaian/pengujian atas kepatutan dan kelayakan bagi anggota Direksi. 
 

 

3. Pedoman Pengelolaan Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan Pertamina No. A-
001/H00200/2011-S0 serta Pedoman Tata Kelola Perusahaan telah memuat sebagian 
besar uraian yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No: PER-03/MBU/2012 
tentang Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan 

4. Pemegang Saham telah memiliki nama-nama Calon Dewan Komisaris dan Direksi anak 
perusahaan termasuk Mitra Tours And Travel yang diperoleh melalui proses 
penjaringan dari internal Patra Jasa, internal Mitra Tours And Travel maupun dari 
lingkungan anak Perusahaan Patra Jasa. 

5. Seluruh Bakal Calon yang telah disetujui Pemegang Saham mengikuti uji kelayakan 
dan kepatutan sesuai ketentuan yang berlaku. Proses penetapan calon anggota Direksi 
Mitra Tours And Travel diajukan dalam RUPS untuk ditetapkan setelah mendapatkan 
persetujuan dari Dewan Komisaris. 

6. Terdapat Uji Kelayakan dan Kepatutan bagi Calon Anggota Direksi Mitra Tours And 
Travel yang dilakukan Pemegang Saham dengan memperhatikan semua kriteria 
penilaian yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur 
dalam Pedoman dan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) Patra 
Jasa yang ditetapkan pada 15 Mei 2013 

7. Pengangkatan Bapak Muhammad Indharto Rusman sebagai Direktur Mitra Tours And 
Travel oleh Pemegang Saham didasarkan pada hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan yang 
dilaksanakan oleh Pemegang Saham 

8. Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi adalah 

mailto:pertaminaclean@tipoffs.com.sg
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kewenangan Pemegang Saham berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan yang dapat 
dilakukan dengan keputusan RUPS secara fisik maupun keputusan seluruh Pemegang 
Saham di luar RUPS (secara sirkuler) 

9. Penetapan anggota Direksi Mitra Tours And Travel didasarkan pada Keputusan 
Pemegang Saham diluar RUPS (secara sirkuler) sebagaimana pengangkatan Bapak 
Muhammad Indharto Rusman sebagai Direktur pada tanggal 14 Mei 2018. 

10. Tidak dilakukan pembidangan tugas Direksi Mitra Tours And Travel, karena pada 
tahun 2022 anggota Direksi hanya berjumlah 1 (satu) orang. 

11. Berdasarkan profil Direksi Mitra Tours And Travel sebagaimana terdapat di dalam 
Laporan Tahunan Perusahaan Tahun 2021, Bapak Muhammad Indharto Rusman 
memiliki pengalaman, kompetensi dan latar belakang pengetahuan yang sesuai 
dengan jenis usaha Mitra Tours And Travel. 

12. Ketentuan mengenai jenis-jenis jabatan rangkap anggota Direksi yang dapat 
menimbulkan benturan kepentingan telah diatur di dalam Board Manual Patra Jasa 
yang ditetapkan pada tanggal 15 Mei 2013 

13. Ketentuan mengenai pengaturan/mekanisme pengunduran diri dari jabatan rangkap 
yang menimbulkan benturan kepentingan telah diatur di dalam Board Manual Patra 
Jasa yang ditetapkan pada tanggal 15 Mei 2013 

14. Pemegang Saham pada tahun 2022 tidak melaksanakan proses pemberhentian Direksi 
Mitra Tours And Travel) 

15. Tidak terdapat pemberitahuan rencana pemberhentian Direksi Mitra Tours And 
Travel,  karena di tahun 2022 tidak terdapat proses penggantian Direksi Mitra Tours 
And Travel. 

16. Pemegang Saham tidak memberikan respon/tanggapan, karena  dalam tahun 2022 
tidak terdapat tindakan pemberhentian sementara anggota Direksi Mitra Tours And 
Travel yang dilakukan oleh Dewan Komisaris 

17. RUPS Luar Biasa tidak dilaksanakan karena dalam tahun 2022 tidak terdapat tindakan 
pemberhentian sementara anggota Direksi Mitra Tours And Travel yang dilakukan 
oleh Dewan Komisaris 

RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/ 
Dewan Pengawas 

18. Pemegang Saham telah menyusun dan menetapkan pedoman pengangkatan dan 
pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana terdapat dalam Pedoman Tata 
Kelola Perusahaan dan Board Manual Patra Jasa yang ditetapkan tanggal 15 Mei 2013. 

19. Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Dewan Komisaris yang diatur 
dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Board Manual Patra Jasa telah mengatur 
mengenai penjaringan, nominasi dan penilaian bagi calon anggota Dewan Komisaris. 

20. Berdasarkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Patra Jasa, Pemegang Saham dapat 
mencari bakal calon Dewan Komisaris Anak Perusahaan dari berbagai sumber.  Di 
tahun 2021 terdapat penunjukkan dan pengangkatan Bapak Iswina Dwi Yunanto 
sebagai Komisaris Mitra Tours And Travel yang berasal dari anggota Direksi PT Patra 
Jasa. 

21. Pengangkatan Bapak Iswina Dwi Yunanto sebagai Komisaris Mitra Tours And Travel 
berdasarkan pada hasil keputusan Pemegang Saham dengan memperhatikan semua 
kriteria penilaian yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan 
sebagaimana diatur dalam Pedoman dan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi 
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(Board Manual) Patra Jasa yang ditetapkan pada 15 Mei 2013. 

22. Berdasarkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Board Manual Patra Jasa, 
Pemegang Saham melaksanakan penilaian bakal calon yang akan ditetapkan menjadi 
calon anggota Dewan Komisaris adalah seseorang yang telah dinyatakan memenuhi 
persyaratan  integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen anak 
perusahaan, memiliki pengetahuan memadai di bidang usaha anak perusahaan dan 
dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. 

23. Penetapan Bapak Iswina Dwi Yunanto sebagai Komisaris Mitra Tours And Travel 
berdasarkan pada hasil penilaian Pemegang Saham yang telah dinyatakan memenuhi 
persyaratan integritas, memahami manajemen anak perusahaan, memiliki 
pengetahuan memadai di bidang usaha anak perusahaan dan menyediakan waktu 
yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. 

24. Penetapan Pemegang Saham atas pengangkatan anggota Dewan Komisaris Mitra 
Tours And Travel dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga) puluh hari sejak jabatan 
tersebut berakhir sebagaimana proses pengangkatan Bapak Iswina Dwi Yunanto 
sebagai Komisaris Mitra Tours And Travel pada tanggal 7 September 2021 dan 
pemberhentian Bapak Teddy Kurniawan Gusti pada tanggal 6 September 2021. 

25. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Mitra Tours And Travel dilakukan dengan 
Keputusan Pemegang Saham secara sirkuler sesuai ketentuan anggaran dasar 
Perusahaan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris 

26. Penetapan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Mitra Tours And Travel dilakukan 
melalui keputusan Pemegang Saham secara sirkuler sebagaimana pengangkatan 
Bapak Iswina Dwi Yunanto pada tanggal 7 September 2021. 

27. Dalam tahun 2021 jumlah anggota Dewan Komisaris Mitra Tours And Travel sebanyak 
1 (satu) orang sama dengan jumlah Direksi yang berjumlah 1 (satu) orang. 

28. Jumlah anggota Dewan Komisaris pada tahun 2022 sebanyak 1 (satu) orang sehingga 
belum terdapat Komisaris Independen dalam komposisi Dewan Komisaris Mitra Tours 
And Travel) 

29. Komisaris Mitra Tours And Travel tahun 2022 merupakan anggota Direksi PT Patra 
Jasa 

30. Dalam Board Manual PT Patra Jasa, Pemegang Saham telah menetapkan mengenai 
ketentuan rangkap jabatan bagi anggota Dewan Komisaris anak perusahaan 

31. Pemegang Saham telah menetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Board 
Manual Patra Jasa mengenai ketentuan perangkapan jabatan bagi Dewan Komisaris, 
termasuk jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan 

32. Penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisaris Mitra Tours And Travel 
dilakukan dengan Keputusan Pemegang Saham secara sirkuler dengan 
memperhatikan hasil penilaian Pemegang Saham 

33. Berdasarkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Patra Jasa, Pemegang Saham dapat 
memberhentikan anggota Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Pemegang Saham 
dengan menyebutkan alasannya. Pada tanggal 06 September 2021 terdapat 
pemberhentian Bapak Teddy Kurniawan Gusti sebagai Komisaris Mitra Tours And 
Travel dengan alasan telah berakhir masa jabatannya. 

RUPS/Pemilik Modal memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan 
usaha perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan dan/atau anggaran dasar 
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34. Pemegang Saham telah menyusun dan menetapkan pedoman penyusunan RJPP sesuai 
Keputusan Menteri Negara BUMN No. PER-102/MBU/2002 tentang Penyusunan 
Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam 
Pedoman Tata Kelola Perusahaan Patra Jasa yang ditetapkan pada tanggal 15 Mei 2013  

35. Dari review dokumen diketahui, Pemegang Saham belum memberikan pengesahan/ 
persetujuan atas RJPP Mitra Tours And Travel dengan tepat waktu, karena di tahun 
2021 Mitra Tours And Travel belum menyampaikan rancangan RJPP kepada RUPS 
untuk disahkan. 

36. Pemegang Saham telah menyusun dan menetapkan pedoman penyusunan RKAP 
sesuai dengan Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-101/ MBU/2002 tentang 
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana terdapat dalam 
Pedoman Tata Kelola Perusahaan Patra Jasa yang ditetapkan pada tanggal 15 Mei 2013 

37. Dalam pelaksanaan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 30 
Mei 2022, pengambilan keputusan RUPS secara sirkuler didahului dengan 
penyampaian penjelasan atas hal-hal yang diagendakan untuk diputuskan oleh RUPS 
sebagaimana surat Direktur Mitra Tours And Travel No. 444/DIR-MTT/S/V/2022 
tanggal 9 Mei 2022 perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 
Buku 2021. 

38. Pemegang Saham dalam melakukan pengambilan keputusan RUPS atas usulan Direksi 
telah memperhatikan tanggapan Komisaris sesuai surat No. 001/DEKOM-MTT/S/V/ 
2022 tanggal 9 Mei 2022 perihal Telaah atas Laporan Tahunan Mitra Tours And Travel 
Tahun Buku 2021 

39. Pemegang saham telah memberikan persetujuan/keputusan terhadap usulan Direksi 
yang disampaikan dalam Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 30 
Mei 2022 

40. Pemegang Saham dalam melakukan pengambilan keputusan RUPS atas usulan Direksi 
telah memperhatikan tanggapan Komisaris sesuai surat No. 001/DEKOM-MTT/S/V/ 
2022 tanggal 9 Mei 2022 perihal Telaah atas Laporan Tahunan Mitra Tours And Travel 
Tahun Buku 2021 

RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan 
laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/ Dewan sesuai peraturan 
perundang-undangan dan/atau anggaran dasar 

41. Setiap tahun terdapat pengesahan/persetujuan Pemegang Saham tentang Kontrak 
Manajemen yang memuat target kinerja Direksi secara kolegial. Pemegang Saham 
telah menyetujui Kontrak Manajemen Direktur Mitra Tours And Travel yang 
disampaikan dengan surat No. 439/DIR-MTT/S/V/ 2022 tanggal 09 Mei 2022. 

42. Pemegang Saham telah memberikan penilaian kinerja Direktur Mitra Tours And Travel 
sesuai surat No. 439/DIR-MTT/S/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 perihal Permohonan 
Persetujuan  KPI dan Tingkat Kesehatan Tahun 2021 Mitra Tours And Travel dengan 
mempertimbangkan tanggapan Komisaris atas kinerja Direksi.  Pemegang Saham 
memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab kepada 
Direksi atas tindakan pengurusan Perusahaan yang dilakukan dalam tahun buku yang 
berakhir 31 Desember 2021 

43. Penilaian Pemegang Saham terhadap capaian kinerja Direksi telah dimuat dalam 
Keputusan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan  Tahun Buku 2021 pada tanggal 30 
Mei 2022 

44. Pemegang Saham telah memberikan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris 
tahun 2021 melalui RUPS Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 sesuai 
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surat No. 439/DIR-MTT/S/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 perihal Permohonan 
Persetujuan  KPI dan Tingkat Kesehatan Tahun 2021 Mitra Tours And Travel. 
Pemegang Saham memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung 
jawab kepada Komisaris atas tindakan pengawasan Perusahaan yang dilakukan dalam 
tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021 

45. Penilaian Pemegang Saham atas kinerja Komisaris telah dituangkan dalam risalah 
RUPS pada tanggal 30 Mei 2022 

46. Pemegang Saham telah menyusun dan menetapkan pedoman gaji/ honorarium, 
tunjangan dan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris yang diantaranya memuat 
tentang formula perhitungan gaji/honorarium. Formula tersebut memperhatikan 
aspek seperti (1) Kinerja keuangan dan pencapaian KPI, (2) Prestasi kerja individu, (3) 
Kewajaran dengan peer perusahaan lainnya (4) Pertimbangan sasaran dan strategi 
jangka panjang perusahaan (5) tingkat inflasi serta (6) kompleksitas usaha 

47. Pemegang Saham menetapkan penghasilan Direksi dan Komisaris Mitra Tours And 
Travel sesuai pedoman yang ditetapkan terdiri dari gaji/ honorarium, tunjangan dan 
fasilitas dengan mempertimbangkan usulan Direksi dengan surat No. 496B/DIR-
MTT/S/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 perihal Usulan Penetapan Remunerasi Direktur 
dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2022 dan rekomendasi dari Dewan Komisaris 
dengan surat No. 003/DEKOM-MTT/S/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 

48. Perhitungan tantiem/insentif kinerja Komisaris dan Direksi Mitra Tours And Travel 
yang telah ditetapkan Pemegang Saham telah memuat formula perhitungan tantiem/ 
insentif kinerja dan mempertimbangkan faktor pencapaian target, tingkat kesehatan 
dan faktor-faktor lain yang relevan (merit system). 

49. Pemegang Saham menetapkan tantiem Komisaris dan Direksi tahun 2021 sesuai 
pedoman yang telah ditetapkan dengan memperhatikan usulan Direksi dengan surat 
No. 496A/DIR-MTT/S/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 perihal Usulan Penetapan 
Penghargaan Atas Kinerja (Tantiem) Tahun 2021 kepada Direksi dan Dewan 
Komisaris Perseroan dan rekomendasi Dewan Komisaris dengan surat No. 004/ 
DEKOM-MTT/S/V/2022 tanggal 20 Mei 2022. 

50. Pemegang Saham telah melakukan pembahasan dan pengkajian atas usulan Auditor 
Eksternal yang disampaikan Direksi Mitra Tours And Travel  dengan surat No. 439B/ 
DIR-MTT/S/V/2022 tanggal 09 Mei 2022 perihal Usulan Penetapan Kantor Akuntan 
Publik PT Mitra Tours And Travel 

51. Dalam risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2021, Pemegang Saham telah memberi 
kuasa dan melimpahkan kewenangan kepada Komisaris Mitra Tours And Travel untuk 
menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam melakukan pemeriksaan atas 
Laporan Keuangan Mitra Tours And Travel untuk tahun buku yang berakhir 31 
Desember 2022 berikut besaran nilai jasanya sesuai ketentuan dan peraturan yang 
berlaku. Komisaris dengan Surat No. 003/DEKOM-MTT/ S/V2022 tanggal 9 Mei 2022 
telah menyetujui usulan Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Direktur 
Mitra Tours And Travel 

52. Pemegang Saham telah memiliki pedoman penyusunan laporan tahunan dan laporan 
tentang tugas pengawasan Dewan Komisaris dengan mengacu pada Surat Keputusan 
Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/ 2012 tanggal 6 Juni 2012 

53. Pemegang Saham telah melakukaan telaah atas laporan tahunan (termasuk laporan 
keuangan) dan laporan tugas pengawasan Komisaris sesuai risalah RUPS Tahunan 
Tahun Buku 2021 pada tanggal 30 Mei 2022. 

54. Dalam risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 30 Mei 2022, Pemegang 
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Saham telah memberikan persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan 
keuangan perusahaan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris 

55. Dalam risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 30 Mei 2022, Pemegang 
Saham telah memberikan pembebasan tanggung jawab terhadap pengurusan yang 
dilaksanakan Direksi dan pengawasan yang dilaksanakan Dewan Komisaris 

56. Dengan mempertimbangkan pengembangan usaha Mitra Tours And Travel Direksi 
telah menyampaikan usulan penetapan laba tahun buku 2021 kepada Dewan 
Komisaris dengan surat No. 438/DIR-MTT/S/V/2022 tanggal 6 Mei 2022 Komisaris 
telah memberikan rekomendasi sesuai surat No. 002/DEKOM-MTT/S/V/2022 tanggal 
6 Mei 2022. Direksi telah menyampaikan usulan penetapan laba tahun buku 2021 
kepada Pemegang Saham dengan surat No. 438A/DIR-MTT/S/V/ 2022 tanggal 7 Mei 
2022. 

57. Pemegang Saham telah mengadakan RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 Mitra 
Tours And Travel pada tanggal 30 Mei 2022 dengan tepat waktu sesuai ketentuan, 
yaitu paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku yang lampau 

RUPS/Pemilik Modal mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta 
dapat dipertanggung-jawabkan 

58. RUPS Laporan Tahunan Mitra Tours And Travel Tahun Buku 2021 yang dilaksanakan 
pada tanggal 30 Mei 2022 yang dihadiri para Pemegang Saham telah sesuai dan 
memenuhi ketentuan Anggaran Dasar perusahaan 

59. RUPS Laporan Tahunan Mitra Tours And Travel Tahun Buku 2021 yang dilaksanakan 
pada tanggal 30 Mei 2022 telah memenuhi kuorum sesuai dengan Undang-Undang 
Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar perusahaan. Keputusan Para Pemegang 
Saham telah sesuai dan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan 

60. Berdasarkan risalah RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 30 
Mei 2022, Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan usul mata 
acara RUPS.  Dengan surat No. 444/DIR-MTT/S/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 Direksi 
telah mengusulkan agenda RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2021. 

61. Berdasarkan risalah RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 30 
Mei 2022, Pemegang Saham telah mengambil keputusan dengan memperhatikan 
kepentingan wajar para pemangku kepentingan berdasarkan anggaran dasar dan/atau 
peraturan perundang-undangan 

62. Berdasarkan risalah RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 30 
Mei 2022, tidak terdapat acara diluar acara RUPS yang telah ditetapkan 

Pemegang Saham/Pemilik Modal melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai 
dengan wewenang dan tanggung jawabnya. 

63. Berdasarkan risalah RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 30 
Mei 2022 terdapat  arahan Pemegang Saham kepada Direksi dan  arahan Pemegang 
Saham kepada Komisaris 

64. Secara berkala Pemegang Saham melakukan pembahasan dan evaluasi penerapan GCG 
di setiap Anak Perusahaan 

65. Penilaian terhadap penerapan GCG pada Mitra Tours And Travel baru dimulai untuk 
penilaian tahun 2021 yang dilaksanakan pada bulan Mei 2022 

66. Setiap keputusan Pemegang Saham yang bersifat transaksional/operasional  selalu 
memperhatikan dan berdasarkan pada usulan yang disampaikan Direksi serta 
didasarkan pada rekomendasi/persetujuan Komisaris Mitra Tours And Travel 
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67. Pemegang Saham telah menetapkan sistem penerimaan laporan mengenai gejala 
penurunan kinerja dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris 

68. Dalam tahun 2022 Pemegang Saham telah memberikan tanggapan/respon terhadap 
laporan gejala menurunnya kinerja dari Direksi dan Dewan Komisaris terutama terkait 
dengan adanya pandemi covid – 19 sejak tahun 2020 yang mempengaruhi tingkat 
pendapatan perusahaan secara signifikan. 

 

III. Aspek Dewan Komisaris 

Indikator / Parameter yang telah terpenuhi 

Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan/ pembelajaran 
secara berkelanjutan 

1. Mitra And Travel tidak melaksanakan program pengenalan bagi Komisaris Mitra Tours 
And Travel yang baru karena di tahun 2021 tidak terdapat penggantian anggota 
Komisaris. Komisaris yang ada saat ini Bapak Iswana Dwi Yunanto diangkat pada 
tanggal 7 September 2021 sesuai Akta Notaris No. 22 tanggal 22 September 2021 
Notaris Relawati SH. 

2. Dalam tahun 2022 Mitra Tours And Travel tidak melaksanakan program pengenalan 
bagi Komisaris yang baru, sehingga tidak ada kehadiran Komisaris dalam mengikuti 
program pengenalan perusahaan 

3. Dalam meningkatkan kompetensi terdapat kebijakan Dewan Komisaris tentang 
pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris 

4. Dalam tahun 2022 Komisaris Mitra Tours And Travel tidak menyusun rencana kerja 
dan menyelenggarakan program pelatihan bagi Komisaris karena belum berakhirnya 
kondisi pandemi Covid – 19. 

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pembagian tugas dan menetapkan faktor  
yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas 

5. 
 

Mitra Tours And Travel telah menyusun dan menetapkan kebijakan dan mekanisme 

pengambilan keputusan Dewan Komisaris sebagaimana terdapat dalam Pedoman Tata 

Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, yang mengatur tentang: 
 

5.1. Mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris secara formal, terdiri dari 

pengambilan keputusan melalui Rapat Dewan Komisaris dan pengambilan 

keputusan di luar rapat (melalui sirkuler dan lain-lain). 
 

5.2. Standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan persetujuan 

terhadap usulan Direksi 
 

5.3. Standar waktu tingkat kesegeraan mengkomunikasikan keputusan Dewan 

Komisaris kepada Direksi. 
 

5.4. Penyusunan mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris mengacu 

pada Surat Keputusan Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara 

Nomor: SK-16/S-MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter 

Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good 

Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara. 

6. Mitra Tours And Travel belum menetapkan pembagian tugas anggota Dewan 
Komisaris, mengingat hingga tahun 2022 anggota Dewan  Komisaris hanya berjumlah 
1 (satu) orang yaitu Bapak Iswana Dwi Yunanto yang diangkat pada tanggal 7 
September 2021 sesuai Akta No. 22 tanggal 22 September 2021 Notaris Relawati SH. 

7. Dewan Komisaris belum melakukan dan menetapkan pembagian tugas, wewenang 
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dan tanggung jawab serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk 
mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris, 
mengingat hingga tahun 2022 anggota Dewan Komisaris hanya 1 (satu) orang. 

8. Dewan Komisaris belum menugaskan anggota Dewan Komisaris sebagai ketua/ wakil/ 
anggota Komite Dewan Komisaris, karena hingga saat ini Dewan Komisaris belum 
membentuk Komite Audit dan komite lainnya sebagaimana diamanatkan Peraturan 
Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 dan Surat Keputusan 
Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 

9. Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan tentang informasi yang harus disediakan 
oleh Direksi yang terkait pengurusan perusahaan secara tepat waktu dan teratur 
sebagaimana terdapat dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi 
yang dibuat pada Juli 2022. 

10. Substansi kebijakan Dewan Komisaris tentang informasi yang harus disediakan oleh 
Direksi diantaranya memuat bentuk informasi baik yang berkala maupun insidentil 
serta standar waktu dan mekanisme penyampaian  informasi yang disampaikan oleh 
Direksi kepada Dewan Komisaris. 

11. Dewan Komisaris melakukan komunikasi dengan Direksi dalam hal Direksi belum 
memenuhi kewajibannya untuk menyediakan informasi yang diperlukan oleh Dewan 
Komisaris untuk pelaksanaan tugas pengawasan. Bentuk komunikasi dengan Direksi 
dapat dilakukan antara lain melalui surat-menyurat dan rapat gabungan maupun 
melalui komunikasi media sosial  

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan terhadap Direksi atas 
implementasi rencana dan kebijakan perusahaan 

 

12. Mitra Tours And Travel telah menyediakan berbagai bahan bacaan/referensi untuk 
anggota Dewan Komisaris guna memudahkan dan memperbaharui pengetahuan 
tentang perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi perusahaan 
dan/atau permintaan arahan dari Direksi tentang permasalahan yang dihadapi 
perusahaan 

 

13. Dewan Komisaris sesuai tugas dan fungsinya senantiasa memberikan respon dan 
arahan terhadap semua permasalahan/tantangan (ancaman dan peluang) yang terjadi 
dan berdampak signifikan pada capaian kinerja operasional dan kinerja keuangan 
perusahaan 

14. Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasan dengan membahas saran, harapan, 
permasalahan dan keluhan yang diterima dari pemangku kepentingan serta 
menghasilkan kesimpulan berupa saran penyelesaian kepada Direksi 

15. Semua permasalahan terkait dengan saran, harapan dan permasalahan atau keluhan 
pemangku kepentingan yang berdampak pada kinerja perusahaan dibahas oleh Dewan 
Komisaris dalam rapat gabungan Komisaris dan Direksi. 

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan 
RKAP yang disampaikan oleh Direksi. 

15. Dewan Komisaris telah menyusun dan mengatur kebijakan mengenai pengawasan dan 
pemberian nasihat Dewan Komisaris yang terkait dengan mekanisme pemberian 
tanggapan dan persetujuan atas rancangan RJPP dalam Pedoman Tata Kerja Dewan 
Komisaris dan Direksi  (Board Manual) Mitra Tours And Travel 

16. Dewan Komisaris dalam tahun 2022 tidak melakukan telaah terhadap rancangan RJPP, 
karena Mitra Tours And Travel memiliki dan masih menggunakan RJPP tahun 2020 - 
2026 yang dianggap masih relevan dengan kegiatan bisnis perusahaan. Mitra Tours 
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And Travel telah menetapkan Strategic Initiatives (inisiatif strategis) yang dituangkan 
di dalam RJPP 2020-2026 dalam rangka memperkuat tujuan, arah, fungsi dan kegiatan 
usaha Perseroan guna peningkatan kinerja perusahaan secara berkesinambungan). 

17. Dewan Komisaris dalam tahun 2022 tidak memiliki hasil telaah terhadap rancangan 
RJPP, karena Dewan Komisaris Mitra Tours And Travel tidak melakukan telaah 
terhadap RJPP tahun 2020 - 2026 yang dimiliki dan digunakan Mitra Tours And 
Travel) 

18. Dewan Komisaris tidak mengkomunikasikan hasil telaah rancangan RJPP kepada 
Direksi karena Dewan Komisaris Mitra Tours And Travel tidak melakukan telaah 
terhadap RJPP tahun 2020 - 2026 yang dimiliki dan digunakan Mitra Tours And 
Travel) 

19. Dewan Komisaris tidak menyampaikan tanggapan tertulis berupa pendapat dan saran 
mengenai rancangan RJPP kepada Pemegang Saham, karena Mitra Tours And Travel 
memiliki dan masih menggunakan RJPP tahun 2020 - 2026 yang dianggap masih 
relevan dengan kegiatan bisnis perusahaan 

20. Dewan Komisaris telah menyusun dan mengatur kebijakan mengenai pengawasan dan 
pemberian nasihat Dewan Komisaris yang terkait dengan mekanisme pemberian 
tanggapan dan persetujuan atas rancangan RKAP telah diatur dalam Pedoman Tata 
Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) Mitra Tours And Travel 

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas 
implementasi rencana dan kebijakan perusahaan 

 

21. Kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris yang terkait dengan 
informasi perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya diatur dalam Pedoman 
Kerja Dewan Komisaris dan Direksi  (Board Manual) Mitra Tours And Travel 

 

22. Dewan Komisaris memiliki bahan bacaan/referensi untuk memudahkan dan 
memperbaharui pengetahuan tentang perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan 
yang dihadapi perusahaan dan/atau permintaan arahan dari Direksi tentang 
permasalahan yang dihadapi perusahaan  

 

23. Dewan Komisaris tidak melakukan telaah kesesuaian visi dan misi perusahaan yang 
terdapat dalam RJPP Mitra Tours And Travel tahun 2020-2026,  sehubungan  isu-isu 
perubahan lingkungan bisnis yang terjadi di tahun 2022 tidak secara signifikan 
mempengaruhi usaha perusahaan serta visi dan misi perusahaan saat ini masih 
relevan dengan tujuan perusahaan. 

 

24. Dewan Komisaris memberikan respon terhadap semua permasalahan/tantangan 
(ancaman dan peluang) yang terjadi dan berdampak signifikan pada capaian kinerja 
perusahaan.  

 

25. Kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris yang terkait dengan 
mekanisme Dewan Komisaris untuk merespon saran atau keluhan dari stakeholders 
diatur dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) Mitra 
Tours And Travel 

 

26. Saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari stakeholders dibahas secara intensif 
oleh Komisaris dan Direktur dalam Rapat Komisaris dan Direktur. Komisaris dan 
Direktur sepakat untuk menmperhatikan dan merealisasikan saran, harapan, 
permasalahan dan keluhan dari stakeholders berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 

 

27. Kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris yang terkait dengan 
sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya terdapat dalam Pedoman Umum Tata 
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Kelola Perusahaan Yang Baik Mitra Tours And Travel 
 

28. Kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris yang terkait dengan 
manajemen risiko perusahaan terdapat dalam Pedoman Umum Tata Kelola 
Perusahaan Yang Baik Mitra Tours And Travel 

 

29. Kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris yang terkait dengan 
penerapan sistem teknologi informasi terdapat dalam Pedoman Umum Tata Kelola 
Perusahaan Yang Baik Mitra Tours And Travel 

 

30. Kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris yang terkait dengan 
pengelolaan sumber daya manusia perusahaan terdapat dalam Pedoman Umum Tata 
Kelola Perusahaan Yang Baik Mitra Tours And Travel 

 

31. Kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris yang terkait dengan 
penerapan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan terdapat dalam Pedoman 
Umum Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Mitra Tours And Travel 

 

32. Kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris yang terkait dengan 
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa beserta pelaksanaannya terdapat dalam 
Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Mitra Tours And Travel 

 

33. Kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris yang terkait dengan 
kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya terdapat dalam Pedoman 
Umum Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Mitra Tours And Travel 

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas 
implementasi rencana dan kebijakan perusahaan 

 

34 Kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris yang terkait dengan 
kepatuhan perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan 
anggaran dasar serta kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan 
komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga terdapat dalam Pedoman 
Umum Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 

 

35. Dewan Komisaris membahas setiap laporan terjadinya pelanggaran yang dilakukan 
oleh Insan Mitra Tours And Travel terhadap peraturan perundang-undangan, 
anggaran dasar dan perjanjian dengan pihak ketiga. Sesuai Laporan Audit KAP 
Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo No. 00029/2.1127/AU.1/05/0797-
1/1/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 atas laporan keuangan tahun buku 2022, tidak 
terdapat laporan pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh Insan Mitra Tours 
And Travel. 

36. Dewan Komisaris membahas setiap laporan terjadinya pelanggaran yang dilakukan 
oleh Insan Mitra Tours And Travel terhadap peraturan perundang-undangan, 
anggaran dasar dan perjanjian dengan pihak ketiga. Sesuai Laporan Audit KAP 
Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo No. 00029/2.1127/AU.1/05/0797-
1/1/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 atas laporan keuangan tahun buku 2022, tidak 
terdapat laporan pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh Insan Mitra Tours 
And Travel. 

37. Kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris yang terkait dengan 
kepatuhan Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan sesuai RKAP dan/ atau 
RJPP terdapat dalam Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Mitra Tours 
And Travel 

38. Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas pencapaian perusahaan yang mencakup 
kesesuaian pelaksanaan program kerja (inisiatif perusahaan) dan anggaran yang telah 
ditetapkan dalam RKAP  



28 

 

39. Kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris yang terkait dengan 
pemberian persetujuan/ otorisasi/rekomendasi Dewan Komisaris atas tindakan 
Direksi yang memerlukan rekomendasi/ persetujuan Dewan Komisaris sesuai 
ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar terdapat dalam Pedoman Kerja 
Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) Mitra Tours And Travel 

39. Dalam proses pemberian otorisasi, Dewan Komisaris senantiasa memastikan 
tindakan-tindakan strategis yang membutuhkan persetujuan atau rekomendasi Dewan 
Komisaris telah didukung dengan analisis risiko yang memadai.  

40 Pemberian rekomendasi/persetujuan Dewan Komisaris atas usulan Direksi pada 
umumnya dilakukan tidak melebihi 14 (empat belas) hari sebagaimana usulan tentang 
remunerasi dan tantiem bagi Dewan Komisaris dan Direksi. 

41. Kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris yang terkait dengan 
proses penunjukan calon auditor eksternal dan/atau penunjukan kembali auditor 
eksternal dan penyampaian usulan calon auditor eksternal kepada RUPS terdapat 
dalam Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direktur (Board Manual) Mitra 
Tours And Travel 

42. Dewan Komisaris melaksanakan proses penunjukan calon auditor eksternal untuk 
melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 
Desember 2022, sesuai dengan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021. 
Komisaris dengan Surat No. 003/DEKOM-MTT/ S/V2022 tanggal 9 Mei 2022 telah 
menyetujui usulan Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Direktur Mitra 
Tours And Travel. 

43. Dewan Komisaris sesuai surat Dewan Komisaris No. 003/DEKOM-MTT/S/V2022 
tanggal 9 Mei 2022 telah memberikan arahan agar dalam penunjukan KAP yang 
melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 
Desember 2022 beserta jasa auditnya agar dilakukan sesuai ketentuan dan peraturan 
dan dikonsultasikan/dikoordinasikan terlebih dahulu dengan PT Patra Jasa 

44. Kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris yang terkait dengan 
efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan audit internal serta pelaksanaan telaah 
atas pengaduan yang berkaitan dengan perusahaan yang diterima oleh Dewan 
Komisaris terdapat dalam Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Mitra 
Tours And Travel 

45. Dewan Komisaris telah melakukan penilaian terhadap efektivitas pelaksanaan audit 
eksternal melalui (1) telaah kesesuaian penyelesaian audit dengan rencana kerjanya; 
penilaian kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar profesi Akuntan Publik serta 
telaahan atas hasil audit dan kualitas rekomendasi audit eksternal 

46. Dewan Komisaris pada tahun 2022 tidak menerima dan melakukan telaah atas 
laporan pengaduan berkaitan dengan pengelolaan perusahaan sebagaimana terdapat 
dalam Laporan Tahunan Perusahaan Tahun 2021 yang ditandatangani bersama 
Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 20 Mei 2022. 

47. Kebijakan Dewan Komisaris tentang prosedur pelaporan kepada Pemegang Saham jika 
terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan terdapat dalam Pedoman Kerja Dewan 
Komisaris dan Direksi (Board Manual) Mitra Tours And Travel 

48. Dewan Komisaris melakukan evaluasi dan penilaian terhadap pencapaian kinerja 
perusahaan triwulanan dan tahunan termasuk penilaian terhadap kemungkinan 
terjadinya gejala menurunnya kinerja perusahaan dalam rapat Komisaris dengan 
Direksi. 

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 
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kebijakan pengelolaan anak perusahaan/ perusahaan 

49. Kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris yang terkait dengan 
pengelolaan anak perusahaan dan pelaksanaan kebijakan tersebut terdapat dalam 
Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) Mitra Tours And Travel 

50. Kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris yang terkait dengan 
sistem dan prosedur pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan 
terdapat dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) Mitra 
Tours And Travel 

51. Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap proses pengangkatan Direksi dan 
Dewan Komisaris anak perusahaan serta memberikan penetapan tertulis (setuju atau 
tidak setuju) terhadap pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan. 

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai 
kinerja Direksi (individu dan kolegial) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai 
ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi. 

52. Kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris yang terkait dengan 
kriteria seleksi bagi calon Direksi dan pengusulan calon tersebut kepada Pemegang 
Saham, terdapat dalam Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Mitra Tours 
And Travel 

53. Dewan Komisaris telah melakukan penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan 
kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen 
Direksi dengan realisasi pencapaiannya sebagaimana terdapat dalam surat Dewan 
Komisaris No. 001/DEKOM-MTT/S/V/2022 tanggal 03 Mei 2022 perihal Telaah atas 
Laporan Tahunan Mitra Tours And Travel Tahun Buku 2021. Capaian kinerja 
keuangan dan kinerja operasional Mitra Tours And Travel tahun 2021 sangat baik 
yang ditandai dengan capaian tingkat kesehatan sebesar 82,03 dengan predikat “Sehat 
(AA)” atau naik dari capaian tingkat kesehatan pada tahun 2020 yang mencapai 52,35 
dengan predikat “Kurang Sehat (BBB)” disebabkan oleh pandemi covid-19 yang 
memberi dampak signifikan pada pengelolaan bisnis perusahaan  

54. Kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris yang terkait dengan 
penilaian kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham terdapat dalam 
Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Mitra Tours And Travel 

55. Terdapat laporan hasil penilaian kinerja Direksi pada tahun 2021 kepada Pemegang 
Saham sebagaimana terdapat dalam risalah RUPS Laporan Tahunan Mitra Tours And 
Travel tahun 2021 pada tanggal 30 Mei 2022 

56. Kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris yang terkait dengan 
pengusulan remunerasi Direksi terdapat dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan 
Direksi Mitra Tours And Travel.  Ketentuan mengenai struktur remunerasi bagi Dewan 
Komisaris Perseroan yang berlaku pada saat ini ditetapkan dalam Keputusan 
Pemegang Saham Secara Sirkuler PT Mitra Tours And Travel tertanggal 30 Juni 2021 
tentang Honorarium Dewan Komisaris 

57. Terdapat  persetujuan Dewan Komisaris terhadap pengusulan remunerasi Direksi 
tahun 2021 berdasarkan hasil telaah Dewan Komisaris sebagaimana terdapat dalam 
surat Dewan Komisaris No. 005/DEKOM-MTT/S/V/2022 tanggal 20 Mei 2022. 

58. Usulan tantiem/insentif kinerja kepada Pemegang Saham mempertimbangkan hasil 
penilaian kinerja Direksi dan pencapaian tingkat kesehatan perusahaan. Capaian 
tingkat kesehatan Perusahaan di tahun 2021 sebesar 82,03 dengan predikat “Sehat 
(AA)” dan meningkat dari capaian tahun 2020 sebesar 52,35 dengan predikat “Kurang 
Sehat (BBB)” 
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59. Terdapat pengusulan remunerasi Direksi tahun 2021 kepada Pemegang Saham setelah 
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana terdapat dalam surat Direksi 
No. 496B/DIR-MTT/S/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 perihal Usulan Penetapan 
Remunerasi Direktur dan Dewan Komisaris Perseroan tahun 2022 

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memantau dan memastikan bahwa prinsip-prinsip Tata 
Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan 

60. Kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris yang terkait dengan 
benturan kepentingan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris 
terdapat dalam Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Mitra Tours And 
Travel 

61. Dewan Komisaris telah melakukan telaaah atas laporan hasil assessment terhadap 
penerapan GCG dan kebijakan/ketentuan teknis lainnya serta memantau tindak lanjut 
area of improvement hasil assessment GCG oleh Direksi sebagaimana ditandai dengan 
adanya 8 (delapan) softstructure GCG yang menjadi pemenuhan dari parameter/ 
indikator aspek penilaian GCG 

62. Kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris yang terkait dengan 
pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris terdapat dalam 
Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) Mitra Tours And Travel 

62. Dewan Komisaris memiliki/menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja (IPK) beserta 
target-targetnya dan disetujui oleh RUPS setiap tahun berdasarkan usulan dari Dewan 
Komisaris yang bersangkutan. 

63. Dewan Komisaris telah memberikan arahan kepada Direksi diantaranya mengenai: 

a. Efektivitas pelaksanaan pengendalian intern perusahaan. 
b. Efektivitas penerapan manajemen risiko perusahaan. 
c. Kebijakan suksesi manajemen dan pelaksanaannya. 
d. Kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya. 
e. Kebijakan pengadaan barang dan jasa perusahaan beserta penerapannya. 
f. Penerapan kebijakan mutu dan pelayanan. 
g. Peningkatan efektifitas audit internal. 
h. Peningkatan efektifitas audit eksternal. 

64. Dewan Komisaris memiliki pedoman/tata tertib Rapat Dewan Komisaris yang 
memadai sebagaimana terdapat dalam Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan 
Direksi (Board Manual) Mitra Tours And Travel 

 

IV. Aspek Direksi 

Indikator / Parameter yang telah terpenuhi 

Direksi melakukan program pelatihan/ pembelajaran secara berkelanjutan 

1. Perseroan memfasilitasi anggota Direksi yang baru ditunjuk/menjabat disampaikan 

informasi terkait perusahaan secara menyeluruh. Penyampaian informasi ini 

merupakan wujud pengenalan dari perusahaan kepada Direksi yang baru untuk 

mendapatkan pemahaman mengenai kondisi-kondisi yang ada dalam perusahaan 

sehingga mendapatkan pemahaman yang komprehensif atas perusahaan baik secara 

organisasi maupun operasional. Direksi tidak menyelenggarakan program pengenalan, 

karena di tahun 2022 tidak terdapat penggantian Direksi Mitra Tours And Travel. 

2. Dalam tahun 2021 tidak ada Direksi yang baru mengikuti program pengenalan, karena 

program tersebut tidak dilaksanakan sehubungan dengan tidak terdapat penggantian 

Direksi Mitra Tours And Travel. 
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3. Tidak terdapat tingkat kehadiran Direksi yang baru dalam pelaksanaan program 

pengenalan, karena program tersebut tidak dilaksanakan sehubungan tidak terdapat 

penggantian Direksi Mitra Tours And Travel 

4. Setiap Anggota Direksi berkesempatan untuk mengikuti Program Pelatihan sesuai 

kebutuhan perusahaan antara lain melalui seminar dan workshop, sehingga mampu 

mendorong peningkatan kinerja operasional yang berkelanjutan.  Mitra Tours And 

Travel telah memiliki kebijakan perusahaan tentang pemberian pelatihan bagi anggota 

Direksi sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan 

Direksi (Board Manual) yang dibuat pada Juli 2022. 

5. Kebijakan perusahaan tentang pelatihan bagi anggota Direksi telah tertuang dalam 

Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Mitra Tours And Travel (Board Manual) 

Mitra Tour And Travel 

6. Direksi telah menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran kegiatan 

pelatihan untuk anggota Direksi tahun 2022 dalam rangka meningkatkan kompetensi 

sebagaimana terdapat dalam RKAP tahun 2022. 

7. Sebagai wujud pelaksanaan pembelajaran secara berkelanjutan, Direksi setiap 

tahunnya melaksanakan program pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan/kompetensi anggota Direksi. Pelatihan anggota Direksi 

tahun 2022 direalisasikan dalam bentuk workshop dan seminar sesuai rencana kerja 

dan kebutuhan perusahaan. 

8. Direktur dalam tahun 2022 tidak mengikuti pendidikan dan latihan di luar negeri yang 

disediakan perusahaan sehingga tidak terdapat laporan perjalanan dinas sebagaimana 

disyaratkan dalam Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-08/MBU/12/2015 tanggal 23 

Desember 2015 

Direksi melakukan pembagian tugas/ fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas 

9. Direksi telah menyusun dan menetapkan struktur organisasi baru yang dirancang 

untuk menunjang kelancaran kegiatan perusahaan agar lebih baik serta beroperasi 

secara efisien, transparan dan profesional sebagaimana terdapat dalam Keputusan 

Direksi No. 012/MTT/DIR/SK/VI/2022 tanggal 1 Juni 2022. Dalam struktur organisasi 

Mitra Tours And Travel telah menetapkan tugas dan fungsi Direktur, mengingat Mitra 

Tour And Travel hingga Desember 2022 hanya memiliki 1 (satu) orang Direktur   

9. Dalam struktur organisasi perusahaan telah disusun dan ditetapkan uraian fungsi, 

tugas dan tanggung jawab untuk semua tingkatan jabatan 

10. Mitra Tour And Travel telah memiliki SOP untuk seluruh proses bisnis inti perusahaan 

sebagai panduan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan antara lain SOP Reservasi 

Tiket (pelanggan perorangan dan pelanggan Korporasi), SOP Reservasi Hotel serta 

SOP Pelayanan dan Penyambutan Tamu. SOP untuk proses bisnis inti perusahaan 

sebagai panduan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan telah dilakukan sosialisasi 

kepada seluruh pegawai terkait. 

11. Mitra Tours And Travel telah melaksanakan dan mematuhi semua prosedur bisnis inti 

perusahaan secara konsisten sesuai dengan laporan audit keuangan tahun 2022 KAP 

Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo No. 00029/2.1127/AU.1/05/0797-1/1/II/ 

2023 tanggal 24 Februari 2023 

12. Direksi senantiasa melaksanakan peninjauan dan penyempurnaan secara berkala SOP 

Bisnis Inti Perusahaan yang disesuaikan dengan perkembangan bisnis perusahaan, 

perubahan struktur organisasi dan perubahan regulasi. 
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13. Direksi telah menyusun dan menetapkan mekanisme pengambilan keputusan secara 

formal, terdiri dari pengambilan keputusan melalui rapat dan pengambilan keputusan 

diluar rapat (melalui sirkuler dan lain-lain) sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata 

Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) Mitra Tours And Travel 

14. Direksi telah menetapkan standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan 

Direksi sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi 

(Board Manual) Mitra Tours And Travel                

15. Direksi telah menetapkan standar waktu tingkat kesegeraan mengkomunikasikan 

keputusan Direksi kepada pejabat dibawah Direksi yang terkait maksimal 7 (tujuh) 

hari sejak disahkan/ditandatangani sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kerja 

Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) Mitra Tours And Travel.  

Direksi menyusun perencanaan Perusahaan 

16. Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan perusahaan tentang prosedur 

penyusunan RJPP sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris 
dan Direksi (Board Manual) Mitra Tours And Travel 

17. Mitra Tours And Travel memiliki RJPP tahun 2020-2026 yang disusun dengan 

mengacu pada Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-102/MBU/2002 tanggal 4 

Juni 2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang BUMN. Mitra Tours And 

Travel telah menetapkan Strategic Initiatives (inisiatif strategis) yang dituangkan di 

dalam RJPP 2020-2026 dalam rangka memperkuat tujuan, arah, fungsi dan kegiatan 

usaha perusahaan guna peningkatan kinerja perusahaan secara berkesinambungan 

18. Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan perusahaan tentang prosedur 

penyusunan RKAP sebagaimana diatur dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan 

Direksi (Board Manual) Mitra Tours And Travel 

19. Direksi telah melakukan telaah atas rancangan RKAP tahun 2022 yang disusun dan 

disampaikan oleh tim penyusunan RKAP serta membahas hasil telaahan dengan 

Dewan Komisaris dalam rapat gabungan     

20. Direksi telah menempatkan karyawan pada setiap level jabatan sesuai dengan 

kompetensi dan spesifikasi jabatan yang ditetapkan. 

21. Mitra Tours And Travel telah memiliki database (list) pekerja yang memiliki 

kompetensi dan skiil dan berdasarkan hasil pemetaan pekerja melalui proses 

assessment internal yang memiliki kebijakan dasar dalam pengembangan 

kompetensi dan manajemen karir pekerja. 

22. Mitra Tour And Travel telah melaksanakan seleksi untuk suksesi dan promosi 

pejabat satu level di bawah Direksi yang dapat dijadikan dasar untuk pengembangan 

pekerja melalui proses assessment yang dilaksanakan oleh Pemegang Saham. 

23. Rencana promosi dan mutasi jabatan satu level di bawah Direksi dibahas secara 

inten sebagaimana terdapat dalam Minutes of Meeting tanggal 25 Februari 2022 dan 

Minutes of Meeting tanggal 23 Agustus 2022 

24. Terdapat tingkat obyektivitas dan transparansi yang memadai dalam penempatan 

karyawan pada setiap level jabatan sebagaimana terdapat dalam Minutes of Meeting 

tanggal 25 Februari 2022 

25. Direksi telah menyusun dan menetapkan mekanisme bagi Direksi untuk merespon 

usulan peluang bisnis dari manajemen dibawah Direksi sebagaimana diatur dalam 

Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) Mitra Tours And 

Travel 
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25. Terdapat pembahasan secara intensif atas semua usulan peluang bisnis perusahaan 

yang disampaikan kepada manajemen dengan mengambil keputusan (setuju atau 

tidak setuju)   berdasarkan  hasil   identifikasi  dan   analisis  yang  memadai  sebagai 

hasil Meeting Management dan tercatat dalam Minutes of Meeting. 

26. Direksi menyampaikan kepada Dewan Komisaris tentang usulan peluang disertai 

dengan studi kelayakan untuk mendapatkan arahan sebagaimana terdapat dalam 

Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Peluang bisnis yang 

disampaikan merupakan peluang yang belum terlambat untuk ditindaklanjuti 

27. Usulan peluang bisnis yang disampaikan kepada Dewan Komisaris terkait dengan 

penjualan tiket dan pemesanan hotel secara online yang didukung dengan modal 

yang sangat besar baik dari investor dari dalam maupun luar negeri merupakan 

peluang bisnis yang belum terlambat untuk ditindaklanjuti. Mitra Tours And Travel 

saat ini sedang berupaya untuk mengembangkan penjualan tiket dan pemesanan 

hotel secara online 

28. Peluang bisnis yang terkait dengan peningkatan penjualan ticketing, hunian hotel 

serta pelaksanaan umroh dan haji mampu memberikan manfaat bagi Perusahaan 

sesuai dengan rencana yang telah disusun dan ditetapkan. 

29. Mitra Tours And Travel telah memiliki mekanisme bagi Direksi untuk sewaktu-

waktu membahas isu-isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan 

permasalahan yang berdampak besar pada usaha dan kinerja perusahaan 

sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi 

(Board Manual) Mitra Tours And Travel.  

30. Isu-isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang 

berdampak besar pada usaha dan kinerja perusahaan telah dibahas dalam Meeting of 

Management 

31 Direksi menyampaikan isu-isu perubahan lingkungan bisnis yang berdampak besar 

pada usaha dan kinerja perusahaan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan 

arahan guna merespon isu tersebut 

32. Direksi telah merespon setiap perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang 

berdampak signifikan pada usaha dan kinerja perusahaan antara lain perubahan 

bisnis yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 maupun perubahan lingkungan 

bisnis yang disebabkan oleh rencana pembentukan holding hotel BUMN. Tidak 

terdapat perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak signifikan 

pada usaha perusahaan dan kinerja Perusahaan, yang tidak direspon oleh Direksi 

Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja Perusahaan 

33. Direksi telah menjalankan wewenang dan mekanisme yang sesuai dengan anggaran 

dasar perusahaan dalam setiap pelaksanaan program/kegiatan yang membutuhkan 

persetujuan Dewan Komisaris antara lain penetapan auditor eksternal yang akan 

melakukan audit keuangan perusahaan setiap tahun. 

34. Program/kegiatan yang membutuhkan investasi dan hutang dalam jumlah signifikan 

diputuskan melalui analisis yang memadai berdasarkan informasi yang cukup, studi/ 

kajian kelayakan serta analisis risiko terhadap program/kegiatan tersebut dan 

tindakan pengendalian untuk mencegah terjadinya risiko tersebut. 

35. Pengambilan keputusan Direksi atas setiap program/kegiatan dilaksanakan tepat 

waktu rata-rata dalam waktu 14 hari setelah dokumen lengkap diterima Direksi 

sebagaimana diatur dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi 
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36. Direksi menerapkan SOP pengukuran dan penilaian kinerja unit dan jabatan dalam 

perusahaan dengan mengacu pada Pedoman Penilaian Kinerja Anak Perusahaan No. 

A6-002/H40000/2019-S9 tanggal 18 Desember 2019 

37. Penyusunan indikator kinerja unit telah memperhatikan formula, cara penilaian, 

informasi sumber data dan saat pelaporan sebagaimana diatur dalam Pedoman 

Penilaian Kinerja Anak Perusahaan No. A6-002/H40000/2019-S9 tanggal 18 

Desember 2019 

38. Direksi menyusun dan menyampaikan evaluasi pencapaian kinerja perusahaan 

berdasarkan target-target kolegial Direksi yang telah ditetapkan dalam RKAP tahun 

2022 kepada Dewan Komisaris 

39. Terdapat penyusunan dan penyampaian laporan Direksi kepada Komisaris mengenai 

tingkat pencapaian target perusahaan sebagaimana Surat Direksi No. 439/DIR-MTT/ 

S/V/2022 tanggal 09 Mei 2022 perihal Permohonan Persetujuan KPI dan Tingkat 

Kesehatan Tahun 2021 Mitra Tours And Travel  

40. Anggota Direksi Mitra Tours And Travel pada tahun 2021 hanya 1 (satu) orang 

sehingga tidak diperlukan laporan tingkat capaian kinerja Direksi secara individu 

41. Terdapat usulan Direksi mengenai perubahan gaji Direksi dan honorarium Dewan 

Komisaris tahun 2022 sebagaimana terdapat surat Direksi No. 496B/DIR-MTT/S/V/ 

2022 tanggal 20 Mei 2022 perihal Usulan Penetapan Remunerasi Direktur dan 

Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2022 serta usulan tantiem Direksi dan Dewan 

Komisaris tahun 2021 sebagaimana terdapat dalam Surat Direksi No. 496A/DIR-

MTT/S/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 

42. Penentuan usulan insentif kinerja Direksi dengan mempertimbangkan capaian KPI 

tahun 2021 dengan skor 90,60 dan capaian tingkat kesehatan tahun 2021 dengan 

skor 80,13 (Sehat AA) sebagaimana terdapat dalam Surat Direksi No. 496A/DIR-

MTT/S/V/ 2022 tanggal 20 Mei 2022 

43. Mitra Tours And Travel telah memiliki SOP layanan pelanggan dan standar 

pelayanan minimal (SPM) diantaranya SOP Reservasi Hotel, SOP Reservasi Tiket 

serta SOP Pelayanan dan Penyambutan Tamu. 

44. Mitra Tours And Travel telah memiliki kebijakan mutu (sistem pengendalian mutu 

produk) yang ditandatangani pada tanggal 10 Maret 2021 

45. Mitra Tours And Travel telah menerapkan sistem pengendalian mutu secara 

konsisten, ditandai dengan tidak adanya keluhan pelanggan atas pelayanan pada 

tahun 2022 

46. Mitra Tours And Travel telah memiliki kebijakan/SOP pengadaan barang dan jasa 

yang ditandatangani  pada tanggal 01 September 2021. Kebijakan perusahaan 

tentang pengadaan barang dan jasa tidak dapat di akses melalui website perusahaan. 

47. Berdasarkan Laporan Audit Laporan Keuangan KAP Hendrawinata Hanny Erwin & 

Sumargo  No. 00029/2.1127/AU.1/05/0797-1/1/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 

tidak terdapat temuan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang 

merugikan perusahaan. 

48. Mitra Tours And Travel telah memiliki kebijakan/ program pendidikan dan pelatihan 

untuk memberikan peningkatan knowladge, skill dan liability yang dapat digunakan 

mengingkatkan efektivitas kinerja karyawan dan kebijakan evaluasi kinerja pasca 

pendidikan dan pelatihan untuk mengukur hasil-hasil pendidikan dan pelatihan 

49. Mitra Tours And Travel memiliki program pengembangan SDM melalui training, 
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coaching dan assigment. Program pengembangan SDM dilaksanakan sesuai 

pedoman/ sistem yang ditetapkan. 

50. Mitra Tours And Travel memiliki kebijakan perlindungan keselamatan pekerja, 

antara lain: keselamatan kerja, manajemen K3, sertifikasi K3, fasilitas kesehatan di 

lingkungan kerja, asuransi kesehatan terhadap pekerja dan keluarga, informasi 

mengenai adanya tingkat bahaya tertentu bagi pekerja; (untuk perusahaan industri 

yang wajib) 

51. Pelaksanaan program tersebut (ada alat keselamatan kerja, manajemen K3, 

sertifikasi K3), fasilitas kesehatan dilingkungan kerja, asuransi kesehatan terhadap 

pekerja dan keluarga, infromasi mengenai adanya tingkat bahaya tertentu bagi 

pekerja.  

52. Mitra Tours And Travel melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan keselamatan dan 

kesehatan kerja secara berkala guna memastikan keselamatan dan kesehatan kerja 

dilakukan dengan baik, memastikan seluruh fasilitas dapat bekerja maksimal pada 

saat dibutuhkan serta memastikan sertifikasi yang diperoleh masih sesuai regulasi 

53. Mitra Tours And Travel telah melakukan evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan 

yang dimaksudkan untuk melakukan perbaikan dan pengembangan kompetensi agar 

sesuai kebutuhan organisasi dan rencana yang telah ditetapkan. Kompetensi SDM 

yang memadai dan desain organisasi yang sesuai akan meningkatkan competitive 

advantage perusahaan 

54. Mitra Tours And Travel telah memberikan kesempatan yang sama  bagi seluruh 

pekerja secara memadai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan 

kompetensi pekerja dan kebutuhan perusahaan sebagaimana terdapat dalam 

Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2021 

55. Mitra Tours And Travel telah memiliki program pengembangan kompetensi pekerja 

secara berkelanjutan dan terintegrasi dan program pelatihan terpadu baik yang 

dilakukan in-house maupun eksternal  

56. Terdapat kebijakan mengenai: (1) skema remunerasi bagi karyawan, sesuai 

peraturan perundang-undangan, yang bersifat adil/fair secara internal, kompetitif 

secara eksternal dan motivatif; (2) pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan 

sesuai dengan perundang-undangan, misalnya kesetaraan pada program jaminan 

sosial tenaga kerja (jaminan hari tua, asuransi kecelakaan kerja, asuransi kematian, 

dll) 

57. Mitra Tours And Travel telah memiliki kebijakan sistem penilaian kinerja bagi 

pekerja mencakup sisi kinerja individu dan kompetensi pekerja 

58. Mitra Tours And Travel melakukan sistem penilaian kinerja pekerja dengan 

konsisten, adil, transparan dan berkelanjutan sebagai salah satu dasar dalam 

pengembangan pekerja sebagaimana terdapat dalam Laporan Tahunan Perusahaan 

Tahun 2020 

59. Mitra Tours And Travel dalam rangka pengembangan SDM telah memberikan 

kesempatan yang sama kepada semua pekerja untuk dapat menduduki posisi 

tertentu sesuai dengan kompetensi melalui tahapan assessment  

60. Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan perusahaan tentang skema 

remunerasi dan pemenuhan hak kesejahteraan pekerja yang bersifat adil/fair secara 

internal, kompetitif secara eksternal dan motivatif. Selain itu Mitra Tours And Travel 

telah pula memenuhi kesejahteraan pekerja lainnya antara lain dengan menyertakan 

seluruh pekerja pada Program Jaminan Sosial yang dilaksanakan oleh BPJS 
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Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan 

61. Mitra Tours And Travel telah memiliki kebijakan Perusahaan tentang pemberian 

reward and punishment. Penerapan reward dan punishment kepada pekerja 

dilakukan secara konsisten sesuai peraturan perusahaan. Reward diberikan dalam 

bentuk insentif dan imbalan serta penerapan punishment diberikan dalam bentuk 

sanksi ringan, sedang dan berat   

Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap impelemntasi 

rencana dan kebijakan Perusahaan 

62. Mitra Tours And Travel telah memiliki dan menerapkan kebijakan akuntansi dan 

penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan 

63. Berdasarkan Laporan Audit Keuangan tahun buku 2022 KAP Hendrawinata Hanny 

Erwin & Sumargo No. 00029/2.1127/AU.1/05/0797-1/1/II/2023 tanggal 24 

Februari 2023, perusahaan menetapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan 

laporan keuangan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan 

64. Kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan tahun buku 2022 telah 

dilaksanakan secara konsisten sesuai Laporan Audit Keuangan No. 00029/2.1127/ 

AU.1/05/0797-1/1/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 KAP Hendrawinata Hanny 

Erwin & Sumargo 

65. Berdasarkan Laporan Audit Keuangan tahun 2022 KAP Hendrawinata Hanny Erwin 

& Sumargo No. 00029/2.1127/AU.1/05/0797-1/1/II/2023 tanggal 24 Februari 

2023, hasil opini auditor independen atas penyajian laporan keuangan tahun 2018 

adalah Wajar dalam semua hal yang material 

Direksi melaksanakan pengurusan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan anggaran dasar 

66. Selama tahun 2022 perusahaan tidak mendapatkan teguran, tuntutan maupun sanksi 

dari otoritas/instansi yang berwenang di bidang usaha perusahaan 

67. Opini Auditor Independen atas laporan Keuangan tahun buku 2022 tidak 

menunjukan adanya pelanggaran regulasi yang signifikan sebagaimana Laporan 

Audit Keuangan tahun 2022 KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo No. 

00029/2.1127/AU.1/05/ 0797-1/1/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 

68 Mitra Tours And Travel dalam tahun 2022 tidak ada yang menerima kinerja merah, 

merah minus atau hitam dari Kementrian Negara Lingkungan Hidup, mengingat 

perusahaan bergerak dalam bidang jasa telah melaksanakan kegiatan operasi dengan 

menerapkan standar tinggi terhadap kualitas produk dan layanan serta berusaha 

meminimalkan risiko pencemaran, keselakaan kerja serta dampak lainnya 

sebagaimana terdapat dalam kebijakan mutu perusahaan. 

69. Seluruh nota kesepahaman dan perjanjian yang melibatkan perusahaan dan pihak 

ketiga  menggunakan bahasa Indonesia 

70. Dalam Laporan Audit Keuangan tahun 2022 KAP Hendrawinata Hanny Erwin & 

Sumargo No. 00029/2.1127/AU.1/05/0797-1/1/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 

tidak terdapat  permasalahan yang terkait dengan transaksi bisnis dengan pihak lain 

yang sedang dalam proses penyelesaian hukum di tingkat pengadilan    

71. Dalam Laporan Audit Keuangan tahun 2022 KAP Hendrawinata Hanny Erwin & 

Sumargo No. 00029/2.1127/AU.1/05/0797-1/1/II/2023 tanggal 24 Februari 2023,   

Mitra Tours And Travel tidak sedang menjadi sorotan oleh publik/pers dalam 

masalah tertentu 
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Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi Perusahaan dan stakeholders. 

72. Mitra Tours And Travel telah menyusun dan menetapkan kebijakan perusahaan 

tentang hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam SOP Penerimaan dan 

Pelayanan Tamu perusahaan. 

73. Mitra Tours And Travel menyediakan sarana yang dapat digunakan oleh pelanggan 

untuk menyampaikan pengaduan atas layanan yang diberikan. Hal ini juga menjadi 

salah satu upaya Mitra Tours And Travel untuk mendapatkan informasi yang dapat 

ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas layanan. 

74. Dalam program kerja Mitra Tours And Travel tahun 2022 terdapat kegiatan untuk 

mengkomunikasikan informasi produk/layanan kepada pelanggan. 

75. Mitra Tours And Travel telah memiliki mekanisme/prosedur penanganan keluhan 

pelanggan. Setiap pengaduan pelanggan melalui akun media sosial resmi akan 

diterima dan diseleksi terlebih dahulu untuk mengetahui permasalahannya yang 

disampaikan sesuai fungsi organisasi. 

76. Setiap pengaduan pelanggan yang diterima melalui media sosial resmi perusahaan 

akan diteruskan/disebarluaskan data keluhan pelanggan tersebut kepada pihak-

pihak terkait dalam perusahaan untuk ditindaklanjuti. 

77. Pihak-pihak terkait dalam Perusahaan mendefinisikan masalah keluhan pelanggan 

secara tertulis dan pencarian penyebab permasalahan, serta mengimplementasikan 

tindakan untuk mengatasi penyebab permasalahan dari keluhan pelanggan. 

78. Melalui website dan media sosial lainnya pelanggan dapat berinteraksi dengan 

Perusahaan dengan mengirim surat elektronik, baik untuk menanyakan informasi 

terkait produk juga untuk menyampaikan keluhan. Dalam laporan Tahunan 

Perusahaan tahun 2020 tidak terdapat pengaduan yang diterima oleh Perusahaan. 

79. Mitra Tours And Travel telah menetapkan semua ketentuan dan informasi mengenai 

pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis dan administrasi pengadaan, tata 

cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka 

bagi peserta penyedia barang/jasa.  

80. Proses pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui sistem e-procurement, 

sehingga perusahaan telah memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon 

penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak 

tertentu, dengan cara atau alasan apapun. 

81. Tidak terdapat keterlambatan pembayaran kepada pemasok barang/jasa sesuai 

dengan persyaratan dalam perjanjian/kontrak sepanjang dokumen pengadaan 

barang/jasa telah lengkap diterima Mitra Tours And Travel 

82 Tingkat kepuasan pemasok terhadap fairness dan transparansi pelaksanaan sistem 

dan prosedur pengadaan barang dan jasa di Mitra Tours And Travel sangat memadai 

83. Selama tahun 2022, Mitra Tours And Travel telah melaksanakan kewajiban 

penyampaian dokumen kewajiban perpajakan (SPT Tahunan maupun bulanan)  

sesuai dengan Ketentuan Perpajakan yang berlaku 

84. Dalam Laporan Audit Keuangan tahun 2020 KAP Hendrawinata Hanny Erwin & 

Sumargo No. 00029/2.1127/AU.1/05/0797-1/1/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 

terdapat utang pajak tahun 2022 sebesar Rp40.510 juta.  Jika dibandingkan dengan 

utang pajak tahun 2021 sebesar Rp4.049 juta mengalami kenaikan sebesar Rp36.461 

juta atau naik  900,49 persen. 

85. Mitra Tours And Travel menyampaikan dokumen kewajiban pada lembaga regulator  
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pada umumnya dilaksanakan dengan tepat waktu sesuai waktu yang telah 

ditentukan 

86. Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan perusahaan yang mendorong 

partisipasi pekerja dalam kegiatan perusahaan. Penetapan kebijakan perusahaan 

yang menyangkut dengan hak dan kewajiban pekerja senantiasa dikomunikasikan 

dengan pekerja. 

87. Mitra Tours And Travel telah menyediakan sarana partisipasi pekerja dalam bentuk 

Employee Gathering dan Buka Puasa Keluarga Mitra Tours And Travel. Direksi secara 

konsisten melakukan komunikasi rutin dengan Insan Mitra Tours And Travel untuk 

mendapatkan infomasi mengenai kondisi perusahaan 

88. Mitra Tours And Travel telah memiliki mekanisme penanganan keluhan stakeholders 

sebagaimana diatur dalam SOP Penanganan Keluhan Pelanggan. 

89. Mitra Tours And Travel mampu memenuhi harapan Pemegang Saham melalui 

capaian target-target yang telah disepakati pada tahun 2022.  

90 Mitra Tours And Travel mampu mencapai tingkat kesehatan tahun buku 2021 

sebesar 82,03 dengan predikat “Sehat (AA)” dan meningkat dari capaian tahun 2020 

sebesar 53,35 dengan predikat "Kurang Sehat (BBB)".  

91. Dilingkungan perusahaan telah disediakan peralatan berupa alat pemadam 

kebakaran, smoke/heat detector dan alarm kebakaran serta  peralatan perlindungan 

pribadi untuk membantu pekerja mencegah kecelakaan atau mengurangi risiko 

akibat kecelakaan kerja yang mendukung early warning system maupun pelaksanaan 

program keadaan darurat 

92. Dalam tahun 2022 tidak terdapat pengambilan keputusan yang mengandung unsur 

benturan kepentingan dan tidak terdapat pelanggaran sehubungan dengan transaksi 

kesempatan Perusahaan (Corporate Opportunity) 

93. Dalam tahun 2022 tidak terdapat pelanggaran sehubungan dengan transaksi 

perusahaan bersangkutan, baik yang dilaksanakan oleh Direksi pribadi atau secara 

tidak langsung oleh Direksi melalui anggota keluarganya atau keluarga dekatnya  

(self dialing) 

94. Dalam tahun 2022 tidak terdapat  pelanggaran sehubungan dengan transaksi yang 

mengandung benturan kepentingan (conflict of interest). 

95. Dalam tahun 2022 tidak terdapat pelanggaran sehubungan dengan transaksi yang 

dibantu oleh orang dalam (insider information) 

96. Dalam tahun 2022, Direksi tidak melakukan proses pengambilan keputusan atas 

transaksi yang dibantu oleh orang dalam 

Direksi memastikan Perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi 

sesuai peraturan perundang-undangan dan penyampaian informasi kepada Dewan 

Komisaris/ Dewan Pengawas dan Pemegang Saham tepat waktu 

97. Direksi secara berkala menyampaikan Laporan manajemen (triwulan dan tahunan) 

serta laporan tahunan kepada Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada 

Pemegang Saham untuk mendapatkan tanggapan Dewan Komisaris 

98. Laporan Direksi triwulan yang disampaikan kepada Pemegang Saham telah 

ditandatangani seluruh Direksi serta Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2022 telah 

ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi. 

99. Muatan materi yang disajikan dalam laporan Direksi minimal sudah sesuai ketentuan 

yang berlaku 
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100. Mitra Tours And Travel memberikan informasi (laporan manajemen) kepada 

Pemegang Saham dengan muatan dan waktu yang sama termasuk memberikan 

informasi/ laporan kepada Pemegang Saham Minoritas (PT Pertamina Pedeve 

Indonesia). 

101. Direksi memberikan laporan pengurusan perusahaan kepada Dewan Komisaris 

memuat informasi perusahaan yang relevan untuk pelaksanaan tugas pengawasan 

Dewan Komisaris 

Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-

undangan 

102. Pemanggilan RUPS dilaksanakan rata-rata 3 hari sebelum pelaksanaan RUPS dan 

dilakukan dengan fasilitas e-mail 

103. Dalam panggilan RUPS Pengesahan RKAP 2021 dicantumkan tanggal, waktu, tampat 

dan mata acara RUPS 

104. RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 telah dilaksanakan tanggal 30 

Mei 2022 yaitu paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku yang 

lampau  

105. Direksi menyediakan akses serta penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan 

dengan penyelenggaraan RUPS agar dapat melaksanakan hak-haknya berdasarkan 

anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan 

106. Dalam acara RUPS Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 yang 

dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2022, Direksi memberi penjelasan lengkap dan 

informasi akurat mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda 

RUPS, termasuk usul yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam RUPS  

107. Dalam acara RUPS Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 yang 

dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2022, Direksi telah memberikan informasi 

perhitungan gaji/ honorarium, fasilitas dan tunjangan lain bagi anggota Dewan 

Komisaris dan Direksi dengan menggunakan metode/formula yang ditetapkan oleh 

Pemegang Saham.   

108. Dalam RUPS Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 yang dilaksanakan 

pada tanggal 30 Mei 2022, Direksi telah memberikan informasi keuangan dan 

informasi operasional perusahaan yang akurat di dalam laporan tahunan dan 

laporan keuangan 

109. Dalam acara RUPS Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 yang 

dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2022, tidak terdapat acara lain-lain di dalam 

pelaksanaan RUPS 

110 Direksi dan Dewan Komisaris telah memberikan penjelasan lengkap serta informasi 

akurat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan dalam pelaksanaan 

RUPS Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 30 Mei 2022 
 

V. Aspek Pengungkapan Informasi Dan Transparansi 

Indikator / Parameter yang telah terpenuhi 

Perusahaan menyediakan informasi Perusahaan kepada stakeholders 

1. Mitra Tours And Travel telah memiliki kebijakan mengenai pengendalian informasi 

perusahaan dengan senantiasa memberikan kemudahan bagi stakeholders untuk 

mengakses informasi mengenai perusahaan, publikasi, produk dan aksi korporasi, 

serta terbuka menerima informasi dari stakeholders berupa keluhan, saran dan kritik 
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melalui Website http://www.mitratour.com, Email mitra@mitratour.com dan melalui 

Telepon (021) 52900863/67 

2. Mitra Tours And Travel telah menetapkan Informasi perusahaan yang dikategorikan 

sebagai informasi publik dan informasi perusahaan yang bersifat rahasia. Informasi 

publik yang disediakan oleh perusahaan berupa publikasi produk meliputi Ticketing,  

Tour & Hotel serta  Umroh & Haji 
 

3. Mitra Tours And Travel telah menetapkan pihak-pihak yang dapat memberikan 

dan/atau menyampaikan informasi publik, yaitu Div. Marketing, Div. Ticketing, Div. 

Tour & Hotel serta Div. Umroh & Haji 
 

4. Mitra Tours And Travel telah menetapkan mekanisme pengungkapan informasi 

perusahaan kepada stakeholders antara lain SOP reservasi Ticketing serta reservasi 

Tour & Hotel 
 

5. Dalam Laporan KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo atas audit laporan 

keuangan tahun 2022 No. 00029/2.1127/AU.1/05/0797-1/1/II/2023 tanggal 24 

Februari 2023 tidak terdapat ketidak-patuhan perusahaan terhadap perundang-

undangan di tahun 2022 terutama terkait dengan penyampaian informasi perusahaan 

yang digunakan untuk kepentingan publik. 
 

Perusahaan menyediakan bagi stakeholders akses atas informasi perusahaan yang relevan, 

memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala 

6. Sebagai bentuk penerapan aspek keterbukaan informasi, Mitra Tour And Travel 

memiliki situs resmi yang dapat diakses seluruh pemangku kepentingan, yaitu 

www.mitratour. Com yang menyediakan informasi untuk publik yang dapat diperoleh 
dengan cepat, tepat waktu dan cara sederhana. Selain itu Mitra Tours And Travel telah 

menerbitkan Laporan Tahunan Perusahaan yang dapat diunduh dalam website 

Perusahaan 
 

7. Mitra Tours And Travel telah memiliki dan menerapkan kebijakan tentang 

pengelolaan dan pemutakhirkan website resmi perusahaan sebagaimana terdapat 

laporan tahunan perusahaan tahun 2021. Mitra Tours And Travel secara berkala 

memutakhirkan materi informasi yang disajikan dalam website perusahaan. 
 

8. Website resmi Mitra Tours And Travel www.mitratour.com telah dikelola perusahaan 

dengan konsisten sesuai kebijakan yang ditetapkan dan informasi yang disajikan 

sudah sesuai dengan kebutuhan 
 

9. Website perusahaan www.mitratour.com telah memuat kegiatan publikasi kebijakan 

umum perusahaan, namun belum mencakup informasi mengenai kebijakan penerapan 

tata kelola perusahaan yang baik, pedoman dan tata tertib Dewan Komisaris dan 

Direksi, Pedoman Perilaku dan pedoman lainnya yang terkait dengan GCG karena 

kebijakan tersebut masih dalam proses penyusunan. 
 

10. Website perusahaan www.mitratour.com telah memuat informasi penting selain 

laporan tahunan dan laporan keuangan diantaranya mengenai profil Mitra Tours And 

Travel,  produk dan jasa, berita terkini, pelayanan pelanggan, informasi karir dan 

alamat kontak perusahaan. 

11. Mitra Tours And Travel telah menyediakan media lain selain website perusahaan 

berupa majalah internal, bulletin, leaflet dan sebagainya sebagai media promosi bisnis 

perusahaan 

12. Dalam rangka promosi bisnis perusahaan, Mitra Tours And Travel secara berkala 
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mengadakan pertemuan/gathering maupun lewat event-event penting/kegiatan 

khusus dengan berbagai stakeholders dalam rangka mengkomunikasikan kebijakan 

serta informasi penting perusahaan kepada pelanggan dan masyarakat.  

13. Informasi yang disediakan dalam website resmi perusahaan www.mitratour.com 

dimutakhirkan secara berkala 

14. Semua informasi yang tersedia pada website resmi perusahaan www.mitratour.com 

dapat dengan mudah diakses dan diunduh (download) oleh stakeholders antara lain 

Laporan Tahunan (Annual Report) Perusahaan 

15. Semua informasi yang menjadi kebutuhan publik termasuk laporan tahunan 

perusahaan  telah dimuat dalam website perusahaan (www.mitratour.com), sehingga 

kebutuhan informasi yang terkait dengan kegiatan bisnis perusahaan telah dapat 

dipenuhi oleh perusahaan sesuai informasi yang dibutuhkan, kecuali informasi yang 

dianggap rahasia oleh perusahaan 

Perusahaan mengungkapkan  informasi penting dalam  Laporan Tahunan dan Laporan 
Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

16. Laporan tahunan perusahaan tahun 2021 yang telah dipublikasikan melalui website 

perusahaan dicetak dengan nuansa warna biru dan dapat dibaca secara jelas. Laporan 

tahunan perusahaan tersebut disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 

secara berdampingan 

17. Laporan tahunan tahun 2021 telah mencantumkan identitas perusahaan yaitu Mitra 

Tours And Travel dengan logo, pada halaman depan (sampul), di samping (yang 

dicetak dengan huruf yang jelas, mudah terbaca), halaman belakang (sampul) dan 

identitas perusahaan di setiap halaman. 

18. Laporan tahunan tahun 2021 telah disajikan dan dapat diunduh dalam website resmi 

perusahaan yaitu www.mitratour.com. 

19. Laporan tahunan tahun 2021 telah memuat informasi keuangan secara lengkap 

sebagaimana terdapat pada bagian ikhtisar kinerja keuangan serta pada analisa dan 

pembahasan manajemen dalam bentuk perbandingan selama 5 (lima) tahun buku 

20. Mitra Tour And Travel merupakan perusahaan non listed, sehingga dalam Laporan 

Tahunan tahun 2021 tidak memuat informasi saham dan obligasi/obligasi konversi 

21. Laporan Dewan Komisaris yang terdapat dalam Laporan Tahunan Perusahaan tahun 

2021 telah memuat Laporan Dewan Komisaris mengenai penilaian kinerja Direksi atas 

pengelolaan perusahaan.  

22. Laporan Dewan Komisaris yang terdapat dalam Laporan Tahunan Perusahaan tahun 

2021 telah memuat Laporan Dewan Komisaris mengenai pandangan atas prospek 

usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi. 

23. Laporan Dewan Komisaris yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan tahun 

2021 tidak memuat bahasan lengkap mengenai Komite Audit serta komite lainnya 

karena Mitra Tours And Travel belum memiliki komite Dewan Komisaris 

24. Laporan Dewan Komisaris yang terdapat dalam Laporan Tahunan Perusahaan tahun 

2021 tidak memuat Laporan Dewan Komisaris mengenai informasi atas perubahan 

komposisi Dewan Komisaris karena dalam tahun 2020 tidak terdapat penggantian 

anggota Dewan Komisaris. 

25. Laporan Direksi yang terdapat dalam Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2021 telah 

memuat informasi capaian kinerja perusahaan di bidang keuangan dan bidang 

operasional mencakup antara lain kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang 
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dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan. 

26. Laporan Direksi yang terdapat dalam Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2021 telah 

memuat informasi mengenai uraian prospek usaha. Di tahun 2021 Mitra Tours And 

Travel meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi akan semakin membaik kedepan 

sehingga juga berdampak pada bidang operasional perusahaan  

27. Laporan Direksi yang terdapat dalam Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2021 telah 

memuat informasi mengenai uraian penerapan GCG di perusahaan. Penerapan GCG 

merupakan salah satu hal yang menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan daya 

saing perusahaan dan mempertahankan keberlangsungan bisnis perusahaan, sehingga 

Mitra Tours And Travel berupaya untuk meningkatkan penerapan GCG  

28. Laporan Direksi yang terdapat dalam Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2021 tidak 

memuat informasi mengenai perubahan komposisi Direksi karena dalam tahun 2021 

tidak terdapat penggantian Direksi 

29. Laporan tahunan perusahaan tahun 2021 telah memuat tanda tangan Direksi dan 

Dewan Komisaris atas tanggung jawab terhadap laporan tahunan yang dituangkan 

dalam lembaran tersendiri 

30. Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2021 telah memuat pernyataan Direksi dan 

Dewan Komisaris mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran informasi dan data 

yang disajikan dalam laporan tahunan 

31. Laporan tahunan perusahaan tahun 2021 telah memuat tandatangan Komisaris dan 

Direktur dengan menyebutkan nama dan jabatannya 

32. Pernyataan tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi atas atas laporan tahunan 

perusahaan tahun 2021 telah ditandatangani Komisaris dan Direktur, sehingga tidak 

terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang tidak menandatangani Laporan 

Tahunan Tahun 2021 

33. Laporan tahunan perusahaan tahun 2021 telah memuat informasi mengenai profil 

perusahaan berupa: 

a. Nama dan alamat perusahaan, antara lain mencakup informasi tentang nama dan 

alamat, kode pos, no. tlp & atau no. fax, email dan website. 
 

b. Riwayat singkat perusahaan mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama 

dan perubahan nama perusahaan. 
 

c. Bidang usaha meliputi jenis produk dan atau jasa yang dihasilkan. 
 

d. Struktur Organisasi dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan. 
 

e. Penjelasan visi dan misi perusahaan. 
 

f. Nama, jabatan dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris antara lain 

umur, pendidikan dan pengalaman kerja. 
 

g. Nama, jabatan dan riwayat hidup singkat anggota Direksi antara lain umur, 

pendidikan dan pengalaman kerja. 
 

h. Jumlah karyawan pada tahun 2021 (komparatif 2 tahun) dan deskripsi 

pengembangan kompetensinya, yang memuat antara lain: 

• Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi  

• Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan  

• Pelatihan bagi karyawan yang telah dan akan dilakukan  

• Persamaan kesempatan kepada karyawan dalam pengembangan kompetensi 

dan karier 
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• Biaya yang telah dikeluarkan untuk biaya pendidikan dan pelatihan. 

34. Dalam laporan tahunan perusahaan tahun 2021 telah memuat informasi mengenai 

nama pemegang saham perusahaan yaitu PT Patra Jasa sebesar 96,50% dan PT 

Pertamina Pedeve Indonesia sebesar 3,50% 

35. Laporan tahunan perusahaan tahun 2021 tidak memuat informasi mengenai 

kepemilikan saham masyarakat yang kurang dari 5%, karena pemegang saham 

mayoritas adalah PT Patra Jasa sebesar 96,50% dan PT Pertamina Pedeve Indonesia 

sebesar 3,50% 

36. Laporan tahunan perusahaan tahun 2021 telah memuat informasi mengenai nama 

perusahaan afiliasi yaitu PT Manajemen CBT Nusantara 

37. Laporan tahunan perusahaan tahun 2021 telah memuat informasi mengenai besaran 

kepemilikan saham perusahaan afiliasi PT Manajemen CBT Nusantara diantaranya PT 

Mitra Tour And Travel sebesar 33,33% dan PT Hotel Indonesia Natour sebesar 8,33% 

38. Laporan tahunan perusahaan tahun 2021 telah memuat informasi mengenai tidak 

adanya peringkat efek, karena perusahaan merupakan perusahaan non listed 

39. Laporan tahunan perusahaan tahun 2021 tidak memuat informasi mengenai tidak 

adanya lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal, karena perusahaan 

merupakan perusahaan non listed dan tidak tercatat dalam initial public offering (IPO) 

40. Dalam laporan tahunan perusahaan tahun 2021 telah memuat informasi mengenai 

alamat Kantor Akuntan Publik 

41. Laporan tahunan perusahaan tahun 2021 tidak memuat informasi mengenai tidak 

adanya nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek, karena perusahaan 

merupakan perusahaan non listed 

42. Laporan tahunan perusahaan tahun 2021 telah memuat informasi mengenai nama dan 

alamat Kantor Perwakilan.  Dalam tahun 2021 Mitra Tours And Travel memiliki 3 

(tiga) Kantor Perwakilan yang seluruhnya berada di Jakarta 

43. Laporan tahunan perusahaan tahun 2021 telah mencantumkan informasi mengenai 

tinjauan operasi per jasa  

44. Laporan tahunan perusahaan tahun 2021 telah memuat informasi mengenai uraian 

atas kinerja keuangan Perusahaan yang mencakup perbandingan antara kinerja 

keuangan tahun bersangkutan dengan tahun sebelumnya dalam bentuk narasi 

45. Laporan tahunan perusahaan tahun 2021 telah memuat informasi mengenai uraian 

tentang prospek usaha perusahaan sehubungan dengan industri, ekonomi secara 

umum dan pasar internasional    

46. Laporan tahunan perusahaan tahun 2021 telah memuat informasi mengenai uraian 

tentang aspek pemasaran atas produk dan jasa perusahaan    

47. Laporan tahunan perusahaan tahun 2021 telah memuat informasi Dewan Komisaris 

antara lain uraian mengenai pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, pengungkapan 

prosedur penetapan dan besarnya remunerasi Dewan Komisaris, frekuensi pertemuan 

dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam pertemuan 

48. Laporan tahunan perusahaan tahun 2021 telah memuat informasi Direksi antara lain 

mengenai uraian ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab Direksi; Pengungkapan 

prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota direksi, Frekuensi pertemuan; 

Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam pertemuan  

49. Laporan tahunan perusahaan tahun 2021 telah memuat informasi mengenai tidak 

adanya Komite Audit, Komite nominasi dan remunerasi dan Komite pemantau risiko 
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yang dibentuk Dewan Komisaris 

50. Laporan tahunan perusahaan tahun 2021 telah memuat informasi mengenai uraian 

tentang manajemen risiko perusahaan mencakup antara lain penjelasan mengenai 

risiko-risiko yang dihadapi perusahaan serta upaya untuk mengelola risiko tersebut 

51. Laporan tahunan perusahaan tahun 2021 telah memuat informasi tentang Perkara 

penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, Direksi dan anggota Dewan Komisaris 

yang sedang menjabat. Selama periode tahun 2021, baik Perusahaan maupun Direksi 

dan Komisaris tidak mengalami permasalahan hukum baik secara perdata maupun 

pidana yang berpengaruh terhadap kelangsungan Perusahaan  

52. Laporan tahunan perusahaan tahun 2021 telah memuat informasi tentang uraian 

mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik yang 

dipublikasikan melalui website resmi perusahaan www.mitratour.com. 

53. Laporan tahunan perusahaan tahun 2021 telah memuat informasi tentang budaya 

perusahaan dan etika bisnis. 

54. Laporan tahunan perusahaan tahun 2021 telah dilengkapi dengan laporan keuangan 

auditeed yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terutama tentang  

a. Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan 

sesuai dengan peraturan Bapepam. 
 

b. Opini akuntan atas laporan keuangan. 
 

c. Deskripsi Auditor Independen di Opini antara lain: (1) Nama & tanda tangan; (2) 

Tanggal Laporan Audit; (3) No. Ijin KAP 
 

d. Uraian neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan 

catatan atas laporan keuangan serta disajikan untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir. 
 

e. penjelasan bahwa penyajian laporan keuangan sesuai ketentuan Pedoman 

Penyajian Laporan Keuangan yang diterbitkan Bapepam & LK dan/atau institusi 

yang berwenang 

55. Mitra Tours And Travel merupakan anak perusahaan dari PT Patra Jasa tidak 

mengikuti Annual Report Award karena dalam tahun 2021 acara tersebut tidak 

dilaksanakan 

56. Perusahaan belum berpartisipasi dalam Sustainability Reporting Award 
 

VI. Aspek Lainnya 

Indikator / Parameter yang telah terpenuhi 

Praktik Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh atau benchmark  bagi Perusahaan lainnya di 
Indonesia 

1. Mitra Tours And Travel belum memiliki bidang/area yang menjadi best practices di 

Industrinya atau menjadi tujuan benchmark bagi perusahaan lain (baik bagi BUMN 

maupun perusahaan swasta). Bidang/area tersebut dapat terdiri dari produk, proses, 

fungsi pendukung, kinerja organisasi, dan strategi. 

2. Mitra Tours And Travel belum mencapai kinerja Perusahaan terbaik di sektor usaha 

BUMN atau di industrinya dalam total aset, total ekuitas, perolehan pendapatan dan 
perolehan laba perusahaan. 

Praktik Tata Kelola Perusahaan menyimpang dari prinsip-prisip Tata kelola Perusahaan 

yang Baik sesuai Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate 

Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, Pedoman Umum Good Corporate Governance 
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Indonesia, dan standar-standar praktik dan ketentuan lainnya. 

3. Dalam tahun 2022 tidak terdapat Perkara penting berindikasi tindak pidana korupsi 

yang dihadapi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terjadi di Mitra Tours And 

Travel 

4. Dalam tahun 2022 tidak terdapat pembekuan produk utama perusahaan atau 

mengalami kondisi yang berpotensi mengakibatkan pembekuan produk utama 

perusahaan yang dialami Mitra Tours And Travel 

5. Dalam tahun 2022 tidak terdapat pencemaran lingkungan oleh perusahaan yang 

menyebabkan kematian, menimbulkan kerusakan yang sangat serius pada lingkungan 

sekitar dan masyarakat, dan kerugian finansial yang sangat besar. 

6. Dalam tahun 2022 tidak terdapat adanya permohonan pailit atau permohonan 

penundaan kewajiban pembayaran utang, baik yang dilakukan oleh Mitra Tours And 

Travel maupun oleh kreditur atau oleh instansi yang berwenang. 

7. Dalam tahun 2022 tidak terdapat penyimpangan prinsip-prinsip Tata Kelola 

Perusahaan lainnya. 

 

9. Rekomendasi Assessment GCG Tahun 2022 

Dari hasil pelaksanaan assessment GCG PT Mitra Tours And Travel tahun 2022, dapat 

diuraikan: 
 

9.1. Posisi Rekomendasi 
 

Posisi rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti sebanyak  rekomendasi, yaitu: 
 

 
 

No. 

 
 

Aspek/Indikator 

 

Rekomendasi 
 

 
 

Total  

Pemegang 
Saham 

 

 

Dewan 
Komisaris 

 

Direksi 

 

1. 
 

Aspek Komitmen Terhadap 
Penerapan Tata Kelola Secara 
Berkelanjutan 
 

 

- 
 

- 
 

 2 
 

 2 

 

2. 
 

Aspek Pemegang Saham Dan 
RUPS 
 

 

6 
 

- 
 

- 
 

 

6 

 

3. 
 

Aspek Dewan Komisaris 
 

 

- 
 

18  
 

- 
 

18 
 

4. 
 

Aspek Direksi 
 

 

- 
 

- 
 

17  
 

17  
 

5. 
 

Aspek Pengungkapan Informasi 
Dan Transparansi 
 

 

- 
 

- 
 

2  
 

 2 

 

6. 
 

Aspek Lainnya 
 

 

- 
 

- 
 

 - 
 

 - 

  

Jumlah 
 

 

6 
 

18 
 

21 
 

45 

 

9.2. Kondisi yang belum memenuhi dan belum sepenuhnya memenuhi indikator/ 

parameter penilaian penerapan GCG sebagai berikut: 
 

I Pemegang Saham  
 

1. 
 

Memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha 

perusahaan dalam jangka panjang melalui pengesahan Rencana Jangka 
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Panjang Perusahaan (RJPP) yang dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 

waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya rancangan RJPP sebagaimana 

diatur dalam Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. 

SK-16/S,MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012, namun RJPP Mitra Tours And Travel 

hingga tahun 2021 belum mendapatkan pengesahan  RUPS baik secara phisik 

maupun secara sirkuler. Pemegang Saham mendorong Dewan Komisaris dan 

Direksi menyampaikan RJPP kepada Pemegang Saham untuk disahkan. 
 

 

2. 

 

Memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha 

perusahaan dalam jangka pendek melalui pengesahan Rencana Kerja dan 

Anggaran Perusahaan (RKAP) yang dilaksanakan paling lambat pada akhir 

tahun sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana diatur dalam Keputusan 

Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S,MBU/2012 

tanggal 6 Juni 2012, namun RKAP Mitra Tours And Travel tahun 2021 belum 

mendapatkan pengesahan RUPS baik secara phisik maupun secara sirkuler. 

Pemegang Saham agar memberikan pengesahan RKAP yang disampaikan oleh 

Mitra Tours And Travel setiap tahun. 
 

 

3. 

 

Memberikan penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi setiap tahun 

berdasarkan laporan kinerja Dewan Komisaris dan Direksi. Pemegang Saham 
agar: 
 

3.1. Menyusun dan menetapkan pedoman yang mengatur sistem penilaian 

kinerja Direksi dan Dewan Komisaris yang memuat diantaranya 

indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan. 
 

3.2. Menetapkan dan menyetujui Kontrak Kinerja yang memuat target 

kinerja Direksi dan Dewan Komisaris yang dituangkan dalam Rencana 

Kerja dan Anggaran Perusahaan. 
 

3.3. Melakukan penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris yang 

dituangkan dalam Risalah RUPS 
 

 

4. 
 

Melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan 

tanggung jawabnya, antara lain: 
 

4.1. Mempertimbangkan penambahan anggota Dewan Komisaris sebagai 

Komisaris Independen dan anggota Direksi Mitra Tours And Travel agar 

terdapat keseimbangan dalam pengambilan suatu keputusan.  Dalam 

tahun 2021 jumlah anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Mitra 

Tours And Travel masing-masing hanya berjumlah 1 (satu) orang. 
 

4.2. Mendorong Dewan Komisaris Mitra Tours And Travel untuk membentuk 

Komite Audit dan mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris. 
 

4.3. Mewajibkan kepada Direksi Mitra Tours And Travel untuk menerapkan 

prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara konsisten dan 

berkelanjutan, meliputi: 
 

a. Memproses dan menandatangani 8 (delapan) pedoman dasar yang 

mengatur penerapan GCG di perusahaan. 
 

b. Membuat Laporan tahunan perusahaan yang lengkap sesuai dengan 

kriteria penyusunan laporan tahunan sebagaimana diatur dalam 

Surat Keputusan Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik 

Negara Nomor: SK-16/S-MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang 

Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata 
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Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Pada 

Badan Usaha Milik Negara. 
 

c. Melaksanakan self/assessment penerapan GCG setiap tahun 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha 

Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 

tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good 

Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. 
 

d. Melaksanakan program pengenalan bagi setiap anggota Komisaris 

dan anggota Direksi yang baru serta menyusun dan melaksanakan 

program pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi 

dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha 

Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 

tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good 

Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. 
 

e. Melakukan sosialisasi secara berkelanjutan pedoman GCG terutama 

pedoman perilaku dan etika bisnis kepada seluruh pekerja 

perusahaan termasuk kepada pekerja yang baru. 
 

f. Melakukan pembaharuan dan penyempurnaan pedoman GCG 

secara berkala yang disesuaikan dengan perkembangan bisnis 

perusahaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan. 
 

g. Memuat pedoman GCG dalam website resmi perusahaan. 
 

4.4. Melakukan pembahasan dan evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola 

Perusahaan yang Baik pada Mitra Tours And Travel. 
 

4.5. Melakukan upaya-upaya untuk menindaklanjuti area of improvement 

yang dihasilkan dari assessment/self assessment atas pelaksanaan Tata 

Kelola Perusahaan yang Baik pada Mitra Tours And Travel. 
 

4.6. Memberikan arahan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik 

dalam RUPS maupun dalam Keputusan Pemegang Saham tentang 

persetujuan transaksional. 
 

5. 
 

Pemegang Saham menetapkan auditor eksternal yang mengaudit Laporan 
Keuangan perusahaan, dengan tahapan sebagai berikut: 
 

5.1. Terdapat pedoman yang mengatur mekanisme dan kriteria penunjukkan 

audit eksternal. 
 

5.2. Melakukan pembahasan/pengkajian/penelaahan terhadap calon-calon 

Auditor Eksternal yang diajukan Dewan Komisaris. Proses pembahasan 

didahului dengan pemaparan oleh Dewan Komisaris atas pengusulan 

auditor eksternal yang akan mengaudit laporan keuangan, termasuk 

alasan pengusulan dan proses pencalonannya dan usulan penetapan 

besarnya honorarium. 
 

5.3. Memutuskan penunjukan Auditor Eksternal yang akan mengaudit 

laporan keuangan perusahaan, penetapan besarnya honorarium/imbal 

jasa untuk auditor eksternal tersebut (Risalah RUPS jika dilakukan RUPS 

fisik, Surat Keputusan jika dilakukan RUPS secara sirkuler). 
 

6. 

 

Memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan usaha 
perusahaan dengan melakukan proses pengangkatan dan pemberhentian 
Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan secara baik dan transparan.  
Pemegang Saham agar menyusun dan menetapkan pedoman pengangkatan 
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dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris termasuk pengaturan 
mengenai rangkap jabatan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan 
mengacu pada Pedoman Pengelolaan Anak Perusahaan/ Perusahaan Patungan 
Pertamina No. A-001/ H00200/2011-S0 Revisi ke-1 
 

 
 
 

 
II 

 
Dewan Komisaris  
 

1 Menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan (RKAT) 

Dewan Komisaris setiap tahun, dengan ketentuan: 
 

1.1. RKAT Dewan Komisaris memuat antara lain: 

a. Target/sasaran yang ingin dicapai Dewan Komisaris  

b. Indikator kinerja utama dan target-targetnya yang mencerminkan 

ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan dan 

pemberian nasihat kepada Direksi. 
 

1.2. Menyampaikan RKAT Dewan Komisaris kepada Direksi untuk dapat 

dimasukkan sebagai bagian dari RKAP. 
 

 

1.3. RKAT Dewan Komisaris disampaikan kepada Pemegang Saham untuk 

mendapatkan pengesahan. 
 

1.4. Penyusunan RKAT Dewan Komisaris mengacu pada Surat Keputusan 

Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S-

MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian 

dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good 

Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara 
 

2. Memberikan persetujuan atas rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi 

melalui beberapa tahapan, yaitu: 
 

2.1. Menyusun rencana kerja pengawasan dan pemberian nasihat Dewan 

Komisaris yang tertuang dalam RKAT Dewan Komisaris mengenai 

proses persetujuan RJPP yang disampaikan Direksi. 
 

2.2. Melakukan telaah secara tertulis rancangan RJPP yang disampaikan oleh 

Direksi dengan menggunakan seluruh perangkat Dewan Komisaris.  
 

2.3. Menyampaikan hasil telaah atas rancangan RJPP kepada Direksi. Proses 

penyampaian dapat dilakukan melalui rapat gabungan Dewan Komisaris 

dan Direksi yang dibuktikan secara tertulis melalui Risalah Rapat. 
 

2.4. Memberikan pendapat serta saran terhadap rancangan RJPP secara 

tertulis dan disampaikan kepada Pemegang Saham untuk bahan 

pertimbangan keputusan RUPS 
 

3. Memberikan persetujuan atas rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi 

melalui beberapa tahapan, yaitu: 
 

3.1. Menyusun rencana kerja pengawasan dan pemberian nasihat Dewan 

Komisaris mengenai proses persetujuan RKAP yang disampaikan Direksi 

yang tertuang dalam RKAT Dewan Komisaris. 
 

3.2. Melakukan telaah secara tertulis rancangan RKAP yang disampaikan 

oleh Direksi dengan menggunakan seluruh perangkat Dewan Komisaris. 
 

3.3. Menyampaikan hasil telaah atas rancangan RKAP kepada Direksi. Proses 

penyampaian dapat dilakukan melalui rapat gabungan Dewan Komisaris 

dan Direksi yang dibuktikan secara tertulis melalui Risalah Rapat. 
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3.4. Memberikan pendapat serta saran terhadap rancangan RKAP secara 

tertulis dan disampaikan kepada Pemegang Saham untuk bahan 

pertimbangan keputusan RUPS 
 

4. Memberikan arahan tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan 

bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja 

perusahaan secara tepat waktu dan relevan, dengan tahapan sebagai berikut: 
 

4.1. Menyusun rencana kerja pengawasan dan pemberian nasihat Dewan 

Komisaris mengenai isu-isu terkini tentang perubahan lingkungan bisnis 

dan permasalahan yang dihadapi perusahaan yang tertuang dalam RKAT 

Dewan Komisaris. 
 

4.2. Melakukan telaah secara tertulis atas isu-isu terkini tentang perubahan 

lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi perusahaan dengan 

menggunakan seluruh perangkat Dewan Komisaris. 
 

4.3. Menyampaikan hasil telaah atas isu-isu terkini tentang perubahan 

lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi perusahaan kepada 

Direksi. Proses penyampaian dapat dilakukan melalui rapat gabungan 

Dewan Komisaris dan Direksi yang dibuktikan secara tertulis melalui 

Risalah Rapat. 
 

4.4. Memberikan arahan kepada Direksi berdasarkan hasil telaah mengenai 

isu-isu terkini tentang perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan 

yang dihadapi perusahaan, termasuk pemberian persetujuan jika respon 

perusahaan dalam kewenangan Dewan Komisaris. 
 

5. Dalam batas kewenangannya, merespon saran, harapan, permasalahan dan 

keluhan dari stakeholders (pelanggan, pemasok, kreditur dan karyawan) yang 

disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris ataupun penyampaian oleh 

Direksi., dengan tahapan sebagai berikut: 
 

5.1. Melakukan telaah secara tertulis atas saran, harapan, permasalahan dan 

keluhan dari stakeholders dengan menggunakan seluruh perangkat di 

Dewan Komisaris. 
 

5.2. Menyampaikan hasil telaah atas saran, harapan, permasalahan dan 

keluhan dari stakeholders. Proses penyampaian dapat dilakukan melalui 

rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang dibuktikan secara 

tertulis melalui Risalah Rapat. 
 

5.3. Memberikan arahan yang memadai berdasarkan hasil telaah kepada 

Direksi mengenai saran penyelesaian atas saran, harapan, permasalahan 

dan keluhan  stakeholders kepada Direksi. 
 

6. Memberikan saran dan arahan tentang penguatan sistem pengendalian intern 

perusahaan, dengan tahapan sebagai berikut: 
 

6.1. Menyusun rencana kerja pengawasan dan pemberian nasihat Dewan 

Komisaris terhadap kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern 

dan pelaksanaannya yang tertuang dalam RKAT Dewan Komisaris. 
 

6.2. Melakukan telaah secara tertulis dengan menggunakan seluruh 

perangkat Dewan Komisaris terhadap: 
 

a. Kebijakan/rancangan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern 

perusahaan.  



50 

 

b. Hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat 

entitas. 

c. Hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat 

operasional/ aktivitas. 

d. Internal control report. 
 

6.3. Menyampaikan hasil telaah atas rancangan sistem pengendalian intern 

dan pelaksanaannya. Proses penyampaian dapat dilakukan melalui rapat 

gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang dibuktikan secara tertulis 

melalui Risalah Rapat. 
 

6.4. Memberikan arahan yang memadai berdasarkan hasil telaah kepada 

Direksi mengenai peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern 

kepada Direksi. 
 

7. Memberikan saran dan arahan tentang manajemen risiko perusahaan dengan 

tahapan sebagai berikut: 
 

7.1. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan 

pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen 

risiko perusahaan yang tertuang dalam RKAT Dewan Komisaris. 
 

7.2. Melakukan telaah secara tertulis terhadap kebijakan dan pelaksanaan 

manajemen risiko perusahaan (termasuk rencana kerja unit manajemen 

risiko), hasil analisis risiko atas rancangan RKAP dan strategi 

penanganannya dan laporan pelaksanaan manajemen risiko berkala 

yang disampaikan oleh Direksi dengan menggunakan seluruh perangkat 

Dewan Komisaris. 

7.3. Menyampaikan hasil telaah atas kebijakan dan pelaksanaan manajemen 

risiko perusahaan, strategi penanganannya dan laporan pelaksanaan 

manajemen risiko. Proses penyampaian dapat dilakukan melalui rapat 

gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang dibuktikan secara tertulis 

melalui Risalah Rapat. 

7.4. Memberikan arahan yang memadai berdasarkan hasil telaah kepada 

Direksi mengenai peningkatan kualitas kebijakan dan pelaksanaan 

manajemen risiko perusahaan. 
 

8. Memberikan saran dan arahan tentang sistem teknologi informasi yang 

digunakan perusahaan dengan tahapan sebagai berikut: 
 

8.1. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan 

pemberian nasihat terhadap kebijakan sistem teknologi informasi 

perusahaan dan pelaksanaannya yang tertuang dalam RKAT Dewan 

Komisaris. 
 

8.2. Melakukan telaah secara tertulis terhadap kebijakan sistem teknologi 

informasi perusahaan dan pelaksanaannya dengan menggunakan 

seluruh perangkat Dewan Komisaris. 
 

8.3. Menyampaikan hasil telaah atas kebijakan sistem teknologi informasi 

perusahaan dan pelaksanaannya. Proses penyampaian dapat dilakukan 

melalui rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang dibuktikan 

secara tertulis melalui Risalah Rapat. 
 

8.4. Memberikan arahan yang memadai berdasarkan hasil telaah kepada 

Direksi tentang peningkatan kualitas kebijakan dan pelaksanaan sistem 

teknologi informasi perusahaan. 
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9. Memberikan arahan tentang kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karier 

dengan tahapan sebagai berikut: 
 

9.1. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan 

pemberian nasihat kebijakan sumber daya manusia dan pelaksanaan 

kebijakan tersebut yang tertuang dalam RKAT Dewan Komisaris. 
 

9.2. Melakukan telaah secara tertulis dengan menggunakan seluruh 

perangkat di Dewan Komisaris terhadap: 
 

a. Kebijakan pengembangan karier serta pelaksanaannya, yang 

meliputi penempatan karyawan pada jabatan dalam struktur 

organisasi perusahaan, promosi dan demosi serta mutasi. 

b. Rencana promosi dan mutasi satu level jabatan di bawah Direksi 
 

9.3. Menyampaikan hasil telaah atas kebijakan sumber daya manusia dan 

pelaksanaannya. Proses penyampaian dapat dilakukan melalui rapat 

gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang dibuktikan secara tertulis 

melalui Risalah Rapat. 
 

9.4. Memberikan arahan yang memadai berdasarkan hasil telaah kepada 

Direksi tentang peningkatan kualitas kebijakan suksesi manajemen dan 

pelaksanaannya. 
 

10. Memberikan arahan tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan 

keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia 

(SAK) dengan tahapan sebagai berikut: 
 

10.1. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan 

pemberian nasihat kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan 

keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi yang tertuang dalam RKAT 

Dewan Komisaris. 
 

10.2. Melakukan telaah secara tertulis terhadap kebijakan akuntansi dan 

penyusunan laporan keuangan, melalui pembahasan laporan keuangan 

triwulanan dengan manajemen ataupun auditor eksternal dengan 

menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris. 
 

10.3. Menyampaikan hasil telaah atas kebijakan akuntansi dan penyusunan 

laporan keuangan. Proses penyampaian dapat dilakukan melalui rapat 
gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang dibuktikan secara tertulis 

melalui Risalah Rapat 
 

10.4. Memberikan arahan yang memadai berdasarkan hasil telaah kepada 

Direksi mengenai peningkatan kualitas kebijakan akuntansi dan 

penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi  

 

11. Memberikan arahan tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya dengan 

tahapan sebagai berikut: 
 

11.1. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan 

pemberian nasihat kebijakan pengadaan barang dan jasa beserta 

pelaksanaannya yang tertuang dalam RKAT Dewan Komisaris. 
 

11.2. Melakukan telaah secara tertulis terhadap kebijakan pengadaan dan 

pelaksanaannya dengan menggunakan seluruh perangkat di Dewan 

Komisaris. 
 

11.3. Menyampaikan hasil telaah atas kebijakan pengadaan barang dan jasa 
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beserta pelaksanaannya. Proses penyampaian dapat dilakukan melalui 

rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang dibuktikan secara 

tertulis melalui Risalah Rapat 
 

11.4. Memberikian arahan yang memadai berdasarkan hasil telaah kepada 

Direksi mengenai peningkatan kualitas kebijakan pengadaan dan 

pelaksanaannya 
 

12. Melakukan pemantauan terhadap kepatuhan Direksi dalam menjalankan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak 

ketiga dengan tahapan sebagai berikut: 
 

12.1. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris yang membahas kepatuhan 

Direksi terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan 

pihak ketiga yang tertuang dalam RKAT Dewan Komisaris. 
 

12.2. Melakukan telaah secara tertulis terhadap kepatuhan Direksi terhadap 

anggaran dasar, peraturan perundang-undangan yang mengatur bisnis 

perusahaan (regulasi sektoral), dan peraturan perundang-undangan 

lainnya serta perjanjian dengan pihak ketiga dengan menggunakan 

seluruh perangkat di Dewan Komisaris. 
 

12.3. Menyampaikan hasil telaah atas kepatuhan Direksi terhadap peraturan 

perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga. Proses 

penyampaian dapat dilakukan melalui rapat gabungan Dewan Komisaris 

dan Direksi yang dibuktikan secara tertulis melalui Risalah Rapat 
 

12.4. Memberikan arahan yang memadai berdasarkan hasil telaah kepada 

Direksi mengenai peningkatan kualitas kepatuhan perusahaan dalam 

menjalankan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar serta 

kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang 

dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga. 

13. Mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan perusahaan 

sesuai RKAP dan/atau RJPP dengan tahapan sebagai berikut: 
 

13.1. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap 

pelaksanaan RKAP yang tertuang dalam RKAT Dewan Komisaris. 
 

13.2. Melakukan evaluasi pencapaian perusahaan yang mencakup kesesuaian 

pelaksanaan program kerja (inisiatif perusahaan) dan anggaran yang 

telah ditetapkan dalam RKAP. 
 

13.3. Komisaris Utama menandatangani Laporan Manajemen Triwulan I s/d 

Triwulan III serta seluruh anggota Dewan Komisaris menandatangani 

Laporan Manajemen Tahunan setelah dievaluasi/dibahas Dewan 

Komisaris dan Direksi. 
 

13.4. Menyampaikan arahan yang memadai berdasarkan hasil telaah kepada 

Direksi mengenai peningkatan kualitas kepatuhan Direksi dalam 

menjalankan pengurusan perusahaan sesuai RKAP dan/ atau RJPP. 

14. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya 

kinerja perusahaan serta saran-saran yang telah disampaikan kepada Direksi 

untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi dengan tahapan sebagai 

berikut: 
 

14.1. Melakukan telaah atas gejala menurunnya kinerja perusahaan dengan 

menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris. 
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14.2. Menyampaikan arahan yang memadai berdasarkan hasil telaah kepada 

Direksi mengenai langkah-langkah perbaikan dalam rangka mengatasi 

gejala menurunnya kinerja perusahaan. 
 

14.3. Terdapat laporan Dewan Komisaris kepada RUPS tentang gejala 

menurunnya kinerja perusahaan yang signifikan dan pemberian saran-

saran perbaikan yang telah disampaikan kepada Direksi untuk 

mengatasi permasalahan penyebab gejala menurunnya kinerja tersebut. 
 

15. 
 

Membentuk Komite Audit dan Komite lainnya bila diperlukan untuk memenuhi 

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-10/ 

MBU/2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ 

Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. 
 

16. 
 

Menyelenggarakan rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi secara 

berkala dan membuat risalah rapat untuk setiap pelaksanaan rapat gabungan 

tersebut yang memuat dinamika rapat dan dilengkapi dengan daftar hadir 

peserta rapat. 
 

17. 
 

Membuat laporan tentang monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut 

keputusan rapat internal Dewan Komisaris maupun rapat gabungan secara 

berkala 
 

18. Membuat dan memperbaharui mengenai: 

18.1. Surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan yang 

dilampirkan dalam persetujuan Dewan Komisaris atas usulan tindakan 

Direksi yang harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris 

dan persetujuan RUPS. 
 

18.2. Pakta Integritas yang diperbaharui setiap tahun dan disimpan sebagai 

dokumen perusahaan pada Sekretaris Perusahaan. 
 

18.3. Surat pernyataan mengenai kepemilikan saham Dewan Komisaris dan/ 

atau keluarganya pada perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan 

lain, termasuk setiap perubahaannya 
 

III Direksi  
 

Aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan 
 

1. Mitra Tours And Travel telah memiliki struktur/susunan organisasi yang 
sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan dirancang untuk memastikan 
pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. Penetapan struktur organisasi 
perusahaan dan perubahannya harus terlebih dahulu dimintakan persetujuan 
kepada Dewan Komisaris. 

2. Mitra Tours And Travel telah memiliki sejumlah standard operasional baku 
(SOP) untuk proses bisnis inti (core business) Perusahaan, namun belum 
didasarkan pada suatu kebijakan pedoman penyusunan SOP. Direksi perlu 
menyusun dan menetapkan kebijakan/pedoman perusahaan yang terkait 
dengan penyusunan SOP di perusahaan guna mendapatkan legalitas atas SOP 
yang telah ditetapkan. 

3. Menyusun dan memiliki perencanaan perusahaan dalam bentuk Rencana Kerja 
dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disahkan oleh RUPS, dengan tahapan 
sebagai berikut:  
 

3.1. Terdapat kebijakan, prosedur dan pedoman penyusunan Rencana Kerja 
dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang memadai. 
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3.2. Melakukan telaah atas rancangan RKAP yang disusun oleh Tim 
Penyusun RKAP dan menindaklanjuti/membahas hasil telaahan 
(tanggapan/pendapat) Dewan Komisaris atas rancangan RKAP. 

 

3.3. Menyampaikan rancangan RKAP kepada Dewan Komisaris paling lambat 
sebelum tanggal 15 September tahun berjalan untuk mendapatkan 
telaahan (tanggapan/ pendapat) Dewan Komisaris. 

 

3.4. Menyampaikan rancangan RKAP kepada Pemegang Saham paling lambat 
tanggal 31 oktober sebelum periode RKAP tahun berjalan untuk 
mendapatkan pengesahan/persetujuan RUPS. 

 

3.5. Menyimpan risalah RUPS pengesahan RKAP. 
 

3.6. Mensosialisasikan RKAP kepada seluruh pekerja agar seluruh pekerja 
mengetahui target perusahaan yang akan dicapai oleh setiap unit kerja. 

4. Menempatkan karyawan pada semua tingkat jabatan sesuai dengan spesifikasi 
jabatan, namun belum semua tingkatan jabatan di struktur organisasi memiliki 
pejabatnya.  Direksi perlu melengkapi seluruh pejabat yang ada di struktur 
organisasi agar masing-masing fungsi yang telah direncanakan dan ditetapkan 
dapat berjalan dengan optimal  

5 Memiliki rencana suksesi untuk seluruh jabatan dalam Perusahaan,  namun 
belum ada database (list) tentang pekerja yang memiliki skill dan kompetensi 
serta pengalaman yang cukup untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang 
ditargetkan di setiap posisi/jabatan (talent pool).  Direksi perlu membuat 
database (list) tersebut agar dapat dengan segera mengisi jabatan-jabatan 
yang kosong atau untuk kepentingan promosi karyawan. 

6. Mengukur dan menilai kinerja untuk setiap unit dan jabatan dalam struktur 
organisasi berdasarkan RKAP, namun belum ada sistem/pedoman pengukuran 
dan penilaian kinerja unit dan jabatan tersebut. Direksi perlu:  
 

6.1. Menyusun dan memiliki sistem/pedoman pengukuran dan penilaian 
kinerja untuk unit dan jabatan dalam organisasi (struktural) agar 
penilaian/pengukuran kinerja dapat diterapkan secara obyektif dan 
transparan. 
 

6.2. Menetapkan target kinerja untuk setiap jabatan sesuai dengan kapasitas 
peran dan potensi tugas unit dan jabatan (struktural) di dalam 
organisasi yang dituangkan dalam kontrak kerja pada awal tahun untuk 
setiap jabatan. 

 

6.3. Melakukan analisis dan evaluasi bulanan terhadap capaian kinerja unit 
kerja di bawah Direksi berdasarkan laporan berkala pengukuran dan 
informasi kinerja dari unit kerja tersebut agar Direksi menindaklanjuti 
unit kerja yang tidak/belum mencapai target yang ditetapkan.  

7. Menerapkan sistem tentang teknologi informasi sesuai dengan kebijakan yang 
telah ditetapkan, namun belum dilengkapi dengan pedoman pengembangan 
teknologi informasi yang memadai. Direksi perlu menetapkan Information 
Technology Master Plan (ITMP) sebagai pedoman dalam pengembangan 
teknologi informasi dan Information Technology Detail Plan (ITDP) sebagai 
penjabaran lebih lanjut dari ITMP yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan 
atas perencanaan tahunan sesuai ITMP. 

8. Penerapan TI di Perusahaan agar sesuai dengan perencanaan TI mencakup 
sumber daya manusia, struktur organisasi pengelolaan dan tingkat layanan 
yang diberikan TI, Direksi perlu melakukan audit teknologi informasi secara 
berkala untuk mengetahui tingkat kesesuaian penerapan TI saat ini dengan 
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kebutuhan Perusahaan serta mengetahui tingkat maturity level IT yang telah 
dicapai dalam pengelolaan teknologi informasi perusahaan. 

9. Perusahaan memiliki sejumlah SOP layanan untuk pemenuhan target kinerja 
perusahaan melalui peningkatan mutu produk dan pelayanan, namun belum 
memiliki kebijakan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM).  Direksi perlu 
menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimal (SPM) termasuk 
kebijakan untuk memberikan kompensasi dalam hal SPM dan mutu tidak 
terpenuhi. 

10. Perusahaan memiliki pedoman pengadaan barang dan jasa yang menerapkan 
prinsip-prinsip efesien, efektif, kompetitif, transparan adil dan wajar, 
akuntabel serta memuat hak-hak dan kewajiban pemasok sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Dalam penerapan pedoman 
pengadaan barang dan jasa tersebut Direksi perlu: 
 

10.1. Menyusun dan menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) yang 
dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat 
dipertanggungjawabkan.  

 

10.2. Melaksanakan assessment terhadap perusahaan pemasok yang menjadi 
rekanan perusahaan berdasarkan pencapaian QCDS (Quality, Cost, 
Delivey, Service) secara berkala guna mengetahui tingkat kemampuan 
perusahaan pemasok dalam menyediakan kebutuhan barang dan jasa 
perusahaan. 

 

10.3. Melakukan survey tingkat kepuasan perusahaan pemasok bekerjasama 
dengan pihak ketiga untuk memperoleh informasi mengenai proses 
pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan 

11. Direksi berperan dalam mengembangkan SDM, menilai kinerja, memberikan 
remunerasi yang layak dan membangun lingkungan SDM yang efektif untuk 
mendukung pencapaian perusahaan, namun belum memiliki kebijakan/ 
program pendidikan dan pelatihan. Direksi perlu menyusun dan menetapkan: 
 

11.1. Kebijakan/program pendidikan dan pelatihan untuk memberikan 
peningkatan knowladge dan skill yang digunakan untuk meningkatkan 
efektivitas kinerja pekerja  
 

11.2. Kebijakan evaluasi kinerja pasca pendidikan dan pelatihan untuk 
mengukur hasil-hasil pendidikan dan pelatihan. 

12. Mengukur dan menilai kinerja untuk setiap pekerja, namun belum ada 
kebijakan sistem penilaian kinerja (pefomance appraisal) bagi pekerja. Direksi 
perlu menyusun dan menetapkan indikator kinerja individu dan target yang 
ditetapkan kepada masing-masing pekerja agar hasil dari penilaian kinerja 
dapat digunakan untuk pengembangan pekerja. 
 

13. Perusahaan menerapkan penerapan remunerasi dan kesejahteraan bagi 
pekerja yang bersifat adil/fair secara internal, kompetitif secara eksternal dan 
motivatif, namun belum terdapat kebijakan mengenai kebijakan/program 
reward and punishment.  Direksi perlu menyusun dan menetapkan peraturan 
perusahaan diantaranya mengatur kebijakan reward and punishment 

14. Direksi menerapkan manajemen risiko sesuai kebijakan yang tekah ditetapkan. 
Dalam rangka efektivitas penerapan manajemen risiko, Direksi agar: 
 

14.1. Memiliki fungsi yang bertugas melaksanakan program manjemen risiko 
dalam struktur organisasi perusahaan. 

 

14.2. Menyusun dan menetapkan rencana kerja untuk menerapkan kebijakan 
manajemen risiko. 
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14.3. Melakukan program manajemen risiko antara lain mencakup identifikasi 
dan penanganan risiko pada proses bisnis, proyek maupun usulan 
tindakan perusahaan yang harus mendapatkan persetujuan Dewan 
Komisaris dan/atau RUPS. 

14.4. Melaporkan pelaksanaan manajemen risiko tentang profil risiko. analisis 
risiko atas rancangan RKAP dan strategi penanganannya kepada Dewan 
Komisaris secara berkala. 

15. Melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi 
rencana dan kebijakan perusahaan antara lain melalui penetapan dan 
penerapan sistem pengendalian intern untuk melindungi dan mengamankan 
investasi dan aset perusahaan dengan pembuatan sertifikasi terhadap laporan 
keuangan tahunan, namun sertifikasi tersebut belum dilakukan cascading.  
Direksi perlu melakukan cascading sertifikasi kepada tingkatan dibawahnya 
yang menjadi entitas akuntansi dan pelaporan. 

16. Mengelola dan memonitor potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan 
manajemen di bawah Direksi melalui penerapan kebijakan untuk mencegah 
terjadinya benturan kepentingan.  Direksi perlu membuat dan memperbaharui 
mengenai: 

16.1. Surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan yang 
dilampirkan dalam usulan tindakan Direksi yang harus mendapatkan 
rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS. 
 

16.2. Pakta Integritas yang diperbaharui setiap tahun dan disimpan sebagai 
dokumen perusahaan pada Sekretaris Perusahaan 

 

16.3. Surat pernyataan mengenai kepemilikan saham Direksi dan/atau 
keluarganya pada perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan lain, 
termasuk setiap perubahaannya 

17. Direksi menyelenggarakan RUPS sesuai peraturan perundang-undangan dan 
sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam anggaran dasar terdiri dari 
RUPS pengesahan laporan tahunan, RUPS pengesahan RJPP dan RUPS 
pengesahan RKAP. namun hanya tahun 2021, belum dilaksanakan RUPS 
Laporan Tahunan.  Direksi perlu melaksanakan RUPS RKAP dan RUPS RJPP. 

18. Membuat laporan tentang hasil pengelolaan Pengendalian Gratifikasi dan 
Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran dan tindak lanjutnya dalam laporan 
tahunan perusahaan  

19. Memutakhirkan temuan dan menyelesaikan secara tuntas temuan auditor 
internal maupun auditor eksternal serta melaporkan secara berkala hasil 
pemutakhiran temuan auditor kepada Direksi 

20. Menyusun laporan tahunan perusahaan setiap tahun dengan mengacu pada 
kriteria penyusunan laporan tahunan sebagaimana diatur di dalam Surat 
Keputusan Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-
16/S-MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian 
dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good 
Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara. 

21. Memiliki bidang/area yang menjadi best practices di bidang jasa ticketing dan 
hotel atau menjadi tujuan benchmark bagi perusahaan lain. Bidang/area 
tersebut dapat terdiri dari produk, proses, fungsi pendukung, kinerja 
organisasi, dan strategi. 
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BAGIAN II  PROFIL PERUSAHAAN 

 

1. Sejarah Perusahaan 

Pada awalnya PT Mitra Tours And Travel didirikan untuk memberikan layanan kemudahan 

perjalanan bagi pekerja PT Pertamina (Persero), selaras dengan berkembangnya usaha 

maka PT Mitra Tours And Travel memperluas pelayanan terhadap berbagai pihak baik 

Pemerintahan maupun Swasta serta terdapat program paket EO/MICE, paket wisata dan 

Umroh serta Haji. 

Maksud didirikannya Perusahaan adalah : 

- Membantu operasional PERTAMINA (Persero) dibidang biro perjalanan dinas dan 

maupun wisata, penyelenggara pertemuan (rapat), perjalanan insentif, konferensi dan 

pameran. 
 

Tujuan didirikannya Perusahaan adalah : 

- Untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya kepada stakeholder dalam bidang 

usaha perjalanan, pengadaan tiket pesawat udara baik domestik maupun internasional, 

pengadaan jasa transportasi darat baik kendaraan besar maupun kecil, 

menyelenggarakan paket-paket wisata baik outbond maupun inbound dan 

meyelenggarakan paket Umroh, baik reguler maupun special dan Haji Khusus. 

2. Visi, Misi dan Budaya Perusahaan 

2.1. Visi Perusahaan 

Menjadi perusahaan biro perjalanan wisata, tiket pesawat udara, kereta api, voucher 

hotel yang berbasis digital serta MICE & EO yang menjadi pilihan dari pelanggan. 
 

2.2. Misi Perusahaan 

Menyelanggarakan kegiatan tour and travel, pelayanan tiket pesawat udara, kereta api, 

voucher hotel, dokumen perjalanan, ibadah umroh dan haji, MICE & EO serta layanan 

perjalanan lainnya. Memberikan perjalanan yang prima, professional dan inovatif guna 

memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Memastikan bahwa semua kegiatan 

perusahaan mampu menghasilkan nilai tambah bagi pemegang saham (stakeholders). 
 

3. Bidang Usaha Perusahaan 

Lingkup usaha dan jasa Perusahaan (Business Line) adalah meliputi bidang biro jasa 

perjalanan wisata dan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan 

pameran yang terdiri dari : 

- Pelayanan pengadaan Jasa Ticketing untuk Domestik maupun internasional. 

- Menyusun, menyediakan dan menjual paket wisata dalam negeri maupun luar negeri 

(Tours Packages). 

- Jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran. 

-  Menyediakan jasa voucher Hotel. 

- Memfasilitasi jasa perjalanan paket Umroh dan Haji. 

- Menyediakan Pelayanan dalam pengurusan dokumen-dokumen perjalanan (Travel 

Document), beserta asuransi perjalanan. 
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- Menyediakan tiket kereta api 

- Menyediakan jasa block seat charter airplane 

4. Susunan Dewan Komisaris Tahun 2022 

Dewan Komisaris Perusahaan tahun 2022 dengan komposisi sebagai berikut: 
 

No Nama Jabatan 

1. Iswina Dwi yunanto Komisaris                       
 

5. Susunan Direksi Tahun 2022 

Direksi Perusahaan tahun 2022 dengan komposisi sebagai berikut: 
 

No Nama Jabatan 

1. Muhammad Indharto Rusman Direktur  
 

6. Tingkat Kehadiran Rapat Tahun 2022 

Dalam tahun 2022 diselenggarakan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi (Rapat Gabungan) 

sebanyak 5 kali. Rata-rata tingkat kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris dalam Rapat 

Gabungan selama tahun 2022 sebesar 100%. 
 

No Nama Jabatan 
Jumlah 

Rapat 

Jumlah 

Hadir 

(%)  

Kehadiran 

1 Iswina Dwi Yunanto Komisaris 
   

2 
Muhammad Indharto 

Rusman 
Direktur     

Rata-rata 
 

 

7. Kinerja Perusahaan 

Ikhtisar kinerja keuangan PT Mitra Tours And Travel dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah 

sebagai berikut:  
(Dalam Juta Rupiah) 

No Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Jumlah Aset 78.163 170.110 110.135 193.398 308.363 

2 Jumlah Liabilitas 46.181 103.076 40.698 111.837 188.944 

3 Jumlah Ekuitas 31.983 67.034 69.437 81.561 119.419 

4 Jumlah Pendapatan 75.915 167.762 152.769 259.562 517.455 
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BAGIAN V 
 

KESIMPULAN UMUM 
 

Capaian Definisi Capaian 
 

 

“Kurang Baik”  
Skor 57,34 

 
 

PT Mitra Tours And Travel dalam tahun 2022 telah memperoleh skor 
57,34 dengan kriteria “Kurang Baik” atas penerapan Tata Kelola 
Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance/GCG). Capaian 
skor GCG tahun 2022 ini meningkat dibandingkan dengan hasil 
penilaian GCG tahun sebelumnya yang memperoleh skor 38,58 dengan 
kriteria “Tidak Baik”. Hal tersebut menunjukkan, Perusahaan secara 
konsisten dan berkelanjutan menerapkan prinsip-prinsip GCG dan 
berusaha mengurangi kelemahan dalam pengelolaan aktivitas bisnis, 
meskipun masih terdapat sejumlah rekomendasi.  
Rekomendasi yang ada dalam penilaian penerapan Tata Kelola 
Perusahaan di tahun 2022 sebanyak 45 rekomendasi akan dipenuhi 
dan ditindaklanjuti secara bertahap oleh Dewan Komisaris dan Direksi 
sesuai kewenangannya masing-masing.  

Analisis 
Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian maka dapat disimpulkan 
bahwa: 
A.  Governance Structure 
Penerapan atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance di PT Mitra Tours And Travel 
secara umum sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari aspek governance structure 
antara lain: 

1. PT PT Mitra Tours And Travel telah memiliki dan menetapkan Pedoman tata kelola yang 
baik dan pedoman yang terkait dengan GCG lainnya sejak bulan Juli 2022, meskipun 
belum ditandatangani bersama antara Komisaris dengan Direktur, terdiri dari:  
a. Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG Code) 
b. Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual). 
c. Pedoman Perilaku dan Etiks Bisnis. 
d. Pedoman Benturan Kepentingan 
e. Pedoman Pengendalian Gratifikasi 
f. Pedoman Kepatuhan LHKPN 
g. Sistem Pelaporan Pelanggaran. 
h. Pedoman Pengendalian Informasi 
 

2. PT Mitra Tours And Travel telah memiliki dan menetapkan pedoman lain yang 
melengkapi penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, yaitu Standard 
Operational Procedure (SOP) inti 

3. PT Mitra Tours And Travel telah memiliki struktur organisasi dengan pembagian tugas, 
tanggung jawab, dan wewenang yang jelas dan dapat mendukung kegiatan bisnis dan 
operasional, serta penerapan pengendalian internal  

4. PT Mitra Tours And Travel telah memiliki Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 
tahun 2020-2026 serta telah memiliki dan melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran 
Perusahaan (RKAP) tahun 2021 yang telah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham 

5. PT Mitra Tours And Travel belum membentuk dan dilengkapi dengan Komite dan 
Sekretaris Dewan Komisaris yang membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan 
fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi  

6. PT Mitra Tours And Travel telah memiliki SOP inti untuk dipergunakan sebagai acuan 
pejabat dan karyawan dalam menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan wewenangnya.  
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7. Dewan Komisaris tidak menetapkan pembagian tugas Dewan Komisaris sebagaimana 
diatur dalam Board Manual Patra Jasa tahun 2011, mengingat anggota Dewan Komisaris 
hingga tahun 2022 hanya berjumlah 1 (satu) orang. 

8. Secara umum, aspek jumlah, integritas, dan kompetensi anggota Dewan Komisaris dan 
Direksi telah sesuai dengan tujuan bisnis dan ukuran Perusahaan, 

Dari pemaparan tersebut diatas, ditinjau dari aspek governance structure sebagian besar sudah 
sesuai dengan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Kelemahan yang 
dijumpai dalam tahun 2022 secara bertahap akan dipenuhi dan disempurnakan oleh 
manajemen Perusahaan. 

 
 

B.  Governance Process 
 

Penerapan atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance di PT Mitra Tours And Travel 
secara umum sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari aspek governace process, 
antara lain: 
 

1. Secara umum, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris berlangsung baik dalam 
fungsi pengawasan dan pemberian rekomendasi kepada Direksi. Hal ini terlihat dengan 
dilakukannya hal-hal sebagai berikut:  

a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan yang dilakukan 
Direksi.  
 

b. Memberi arahan kepada Direksi mengenai kelancaran operasional perusahaan dan 
langkah strategis yang harus dijalankan agar sesuai dengan ketentuan Anggaran 
Dasar, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku.   

 

c. Memberi persetujuan atas Rencana Kerja Strategis Perusahaan (RJPP dan RKAP) yang 
disusun oleh Direksi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. 

 

d. Memberi tanggapan atas laporan Direksi dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang 
Saham (RUPS) laporan keuangan Perusahaan tahun 2021. 

 

e. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis PT Mitra Tours And Travel 
 

 

 

2. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi berlangsung secara dinamis, demokratis, dan dapat 
menghasilkan keputusan yang bermanfaat. Selain itu, rapat dilakukan sesuai kebutuhan 
sebagaimana terdokumentasi dalam risalah rapat. Pengambilan keputusan oleh Dewan 
Komisaris dan Direksi, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
 

 

3. Dalam rangka mendukung pemasaran produk PT Mitra Tours And Travel telah menyusun 
strategis pemasaran serta melengkapi dengan berbagai SOP dan melakukan kajian yang 
memadai terhadap kerjasama pemasaran.  
 

 

4. Pernyataan mengenai status hubungan keluarga, kepengurusan, keuangan, serta 
kepemilikan saham telah diungkap dalam dalam Laporan Tahunan Perusahaan Tahun 
2021 yang telah dipublikasi dalam website Perusahaan.   
 

 

5. Meskipun belum maksimal, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan 
berjalan baik, Direksi dalam melakukan penerapan kepatuhan bisnis dan operasional 
sesuai peraturan internal dan eksternal yang berlaku 
 

 

5. PT Mitra Tours And Travel telah menyusun dan mempublikasikan Laporan Tahunan 
Perusahaan dalam website Perusahaan dan mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan. 



61 
 

 

6. PT Patra Jasa telah melaksanakan sosialisasi bagi karyawan dan mitra usaha berkaitan 
dengan kebijakan Etika Berusaha dan Etika Bisnis, serta berbagai peraturan yang relevan 
untuk seluruh jenjang organisasi melalui berbagai media yang tersedia antara lain 
pelatihan/training dan website perusahaan setelah semua infrastruktur organisasi 
terpenuhi. 

 

7. Proses pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Direksi, dan rapat 
Dewan Komisaris dan Direksi telah melalui proses diskusi dan analisis yang memadai 
   

8. Menyusun dan menetapkan rencana pelaksanaan audit tahunan berbasis risiko  
 

Dari pemaparan tersebut diatas, ditinjau dari aspek governance process sebagian besar sudah 
sesuai dengan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Kelemahan yang 
dijumpai dalam tahun 2022 secara bertahap akan dipenuhi dan disempurnakan oleh 
manajemen Perusahaan. 

 
 

C.  Governance Outcome 
 

Penerapan atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance di PT Mitra Tours And Travel 
secara umum sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan governace outcome antara 
lain sebagai berikut: 
 

 
 

1. 
Rekomendasi yang diberikan Komisaris terdokumentasi dalam risalah rapat, menjadi 
bahan masukan dan pertimbangan Direksi dalam pengambilan keputusan 
 

 
 

2. 
Tidak ada indikasi adanya benturan kepentingan (conflict of interest) yang mengakibatkan 
kerugian Perusahaan 
 

 
 

3. 
Secara umum, Perusahaan telah menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan 
kepada regulasi secara transparan, antara lain mencakup pelaporan keuangan, 
Kepatuhan, Manajemen Risiko dan kewajiban pelaporan lainnya 

 

4. Selama tahun 2022, PT  Mitra Tours And Travel tidak menerima laporan terjadinya 
pelanggaran atau kecurangan dari Pemegang Saham 

 

5. Rekomendasi hasil penilaian penerapan GCG tahun 2022 sebanyak 45 rekomendasi atau 
mengami penurunan sebesar 22,22 persen dibandingkan dengan hasil penilaian 
penerapan GCG tahun 2021 sebanyak 55 rekomendasi  

 

6. PT Mitra Tours And Travel telah memperoleh opini wajar dalam semua hal yang material 
berdasarkan Laporan Audit Keuangan  tahun 2022 KAP Hendrawinata Hanny Erwin & 
Sumargo No. 00029/2.1127/AU.1/05/0797-1/1/II/2023 tanggal 24 Februari 2923 

Dari pemaparan tersebut diatas, ditinjau dari aspek governance process sebagian besar sudah 
sesuai dengan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Kelemahan yang 
dijumpai dalam tahun 2022 secara bertahap akan dipenuhi dan disempurnakan dengan 
tindakan normal oleh manajemen Perusahaan. 

Dengan demikian, maka peringkat Tata Kelola Perusahaan Yang Baik PT Mitra Tours And 
Travel memperoleh skor 57,34 dengan kriteria “Kurang Baik”. 

 

 


